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MOTTO 

 الَأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمقَْبُ رةََ واَلْحَمَّامَ 
“Seluruh bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan tempat 

pemandian”1 

                                                           
1
 HR. Tirmidzi no. 317, Ibnu Majah no. 745, Ad Darimi no. 1390, dan Ahmad 3: 83 
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III. Tā' marbūtah di akhir kata. 

a. Bila dimatikan, ditulis h: 
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b. Bila Ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” 
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 ‟Ditulis karāmah al-auliyā ء ايلوالا ةمارك
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IV. Vokal Pendek 

------- fathah ditulis A 

------- kasrah ditulis          -I 
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VI. Vokal Rangkap 
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2. Faţḥah + wawu 

mati 
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 ditulis Qaul لٔق 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 

dengan apostrof 

 ditulis a'antum ٖثٔاا
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a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis al-Qur'ān اَقراٌ

 ditulis al-Qiyās اَقٛبس

 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 

 'ditulis as-samā اَسًبء

 ditulis asy-syams اَشًس

 
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
 

 ditulis zawi al-furūd اَفرٔض ذٖٔ

 ditulis ahl al-sunnah ةٖاَس واِ

 

 

 ditulis u'iddat اعدث

 ditulis la'in ٖثشكر َئّ

syakartu 
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Abstrak 

 Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo setidaknya 

terdapat tiga masjid yang status tanahnya masih belum memiiki sertifikat 

Wakaf atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ini tidak sesuai dengan 

Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada 

Bangunan Masjid yang menyatakan  bahwa Status tanah yang di atasnya ada 

bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib 

diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi 

pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah 

1). Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status 

Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo? 2). Mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 

Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum banyak berimplementasi ?. 

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Di sini 

penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian 

hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 

dalam kenyataan di masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode pendekatan deskriptif.  

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi Fatwa MUI 

No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan 

masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum terjadi 

karena tanah yang dibangun Masjid belum disertifikasi sebagai Wakaf bahkan 

bukti atas hak tanahpun tidak ada. 2) adapun faktor yang melatar belakangi 

tidak terimplementasinya Fatwa tersebut adalah kesadaran serta kurangnya 

pengetahuan masyarakat Desa Tambi tentang pentingnya sertifikat wakaf 

sebagai bukti kepemilikan untuk melindungi eksistensi masjid tersebut.  

 

Kata Kunci : Fatwa, Masjid, Sertifikasi Wakaf   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia yang baik adalah manusia yang bisa 

bermanfa‟at bagi orang lain, begitulah ajaran Islam yang 

diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW 

yang selanjutnya diajarkan kepada umat-Nya. Oleh 

karena itu Islam adalah agama yang yang sanggup untuk 

menuntun manusia kepada arah yang lebih baik. Islam 

sebagai agama yang rahmatalli‟alamin telah mengatur 

seluruh aspek yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk 

yang tidak bisa berdiri sendiri oleh karena itu manusia 

adalah makhluk yang sangat sekali berkegantungan 

kepada orang lain, meskipun manusia sudah beranjak 

dewasa bisa berfikir dan lain sebagainya pasti pada 

saatnya akan membutuhkan kepada orang lain. Adanya 

ketergantungan seperti inilah, manusia diharapkan harus 

bisa untuk berhubungan baik dengan yang lainya. Ada 

pepatah mengatakan “seribu sahabat itu tidak cukup, satu 

musuh itu terlalu banyak” maka dari itu perbanyak 

berbuat baik kepada yang lainnya agar hidup aman, 

tentram, dan damai. Maka dari itu manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan 

hubungan yang baik dengan yang lainnya. Tidak terkecuali 

muamalah seperti utang-piutang, meminjam, hibah, 

wakaf, zakat, shadaqoh dan lain-lain. 

 Islam adalah agama yang rahmatallil‟alamin, 

telah membuat kehidupan didunia ini menjadi berwarna 

mulai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara khususnya di negara Indonesia. Dalam 



 

2 

pengertian diatas salah satu yang termasuk didalam 

pembahasannya adalah mengenai hukum wakaf. Wakaf 

sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan 

dipraktikkan di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu 

tuntunan Islam yang menyangkut kehidupan 

bermasyarakat dalam rangka ibadah  sosial. Karena 

Wakaf  adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah 

untuk mencari Ridha Allah SWT.  

 Wakaf juga merupakan pilar yang kokoh untuk 

menopang perekonomian umat Islam jika bisa dikelola 

dengan baik dan benar. Keberadaan Wakaf sangatlah 

dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan zaman dengan prinsip dan tujuan ajaran  

islam. Tujuan ajaran syariah Islam  adalah demi 

tercapainya kemaslahatan umat manusia. Pada dasarnya, 

hukum islam berpegang  pada prinsip “jalb al-mashalih 

wadar‟u al-mafasid” yaitu menjaga kemaslahatan dan 

menolak kerusakan.
2
 Sedangkan prinsip tujuan syariat 

tidak terlepas dari tiga pokok, yaitu menjaga mashlahat 

dlaluriat, mashlahat hajiyat, dan mashlahat tahsiniyat.
3
 

 Praktek wakaf yang dilakukan umat islam 

didorong oleh motivasi agama yang kuat untuk 

mendapatkan ridho dari Allah SWT dan merupakan 

wujud kepedulian kepada sesama. Motivasi berwakaf ini 

terus terpelihara dari waktu ke waktu, yang berlangsung 

sejak awal ketika islam mulai didakwahkan sebelum 

kekuatan kolonial datang di bumi nusantara ini, hingga 

                                                           
2 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu : 

Literasi Nusantara,2020), hlm. 2 
3 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu : 

Literasi Nusantara,2020), hlm. 2 
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masa modern setelah indonesia meraih kemerdekaannya.
4
 

Sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, masalah 

perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di 

bidang keagamaan islam belaka, namun kini menyangkut 

pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf 

sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat 

dipergunakan sebagai salah satu sarana guna 

pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi 

umat yang beragama, islam dalam rangka mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materil.
5
 

 Pasca kemerdekaan pengaturan wakaf di 

Indonesia mengalami perluasan diawali dengan lahirnya 

PP No. 28 Tahun 1977 yang hanya mengatur tentang 

objek wakaf benda tidak bergerak atau bisa dikatakan 

tanah saja. Dilanjutkan dengan terbitnya Inpres No. 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

diatur pada Buku III tentang Perwakafan yang berisi 

tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda 

wakaf (Pasal 223-224) dalam Inpres ini sudah 

diperkenalkan kebolehan wakaf benda bergerak dan tidak 

bergerak seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 215 

ayat (4) yang berbunyi : “Benda wakaf adalah segala 

benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang 

memiliki daya tahan yang tidak sekali pakai dan bernilai 

menurut ajaran islam”
6
 hanya saja dalam peraturan ini 

                                                           
4 Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom 

Multimedia Grafika,2015), hlm. 49 
5
 Supani,Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, (Yogyakarta : 

Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 76 
6
 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan 

Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta   Pengertian Dalam 

Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hlm. 119 
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tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jenis-jenis 

wakaf benda tidak bergerak.  

 Setelah 12 tahun  Kemudian lahirlah Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 serta PP No. 42 Tahun 

2006 sebagai peraturan pelaksananya. Salah satu 

terobosan penting wakaf yang dimuat dalam undang-

undang tersebut adalah wakaf berjangka dan wakaf benda 

bergerak termasuk mengatur secara terperinci tentang 

jenis wakaf benda bergerak dan tidak bergerak yang 

diatur pada pasal 16 UU No 41 Tahun 2004. Dijelaskan 

pada Undang-undang tersebut jenis objek wakaf benda 

bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, 

kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan 

benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 Masjid merupakan salah satu pusat kegiatan 

orang Islam yang efektif untuk kegiatan sosial, 

khususnya untuk kepentingan keagamaan. Masjid secara 

peruntukannya tidak hanya berfugsi ibadah, khususnya 

shalat dengan segala rangkaiannya. Akan tetapi fungsinya 

juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan, pengajian, 

dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian, setelah melihat 

pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin 

banyak, kebutuhan akan tempat ibadah khususnya Masjid 

tidak terelakkan. Berangkat dari masalah tersebut 

masyarakat secara sadar gotong royong untuk bisa 

membuat sebuah Masjid guna mencukupi kebutuhan akan 

adanya tempat ibadah yang layak dan akses yang dekat.  

Tabel 1.1 Data Masjid Desa Tambi  

No Nama Masjid Alamat Keterangan  

1 Masjid At-Taufiq Dusun 

Rejosari  

Belum disertifikasi 

Wakaf 
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2 Masjid Ichwanus 

Surur 

Dusun Tambi Belum disertifikasi 

Wakaf 

3 Masjid Baitul 

Mubarrokah 

Dusun 

Tegalrejo 

Belum disertifikasi 

Wakaf 

Sumber: Takmir disetiap masjid 

 Dari sumber data diatas yang penulis dapatkan, 

bahwa di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo setidaknya terdapat tiga masjid yang status 

tanahnya masih belum memiiki sertifikat Wakaf atau 

belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ini tidak sesuai 

dengan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 tentang Status 

Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid dalam 

bagian kedua berkaitan dengan Ketentuan Hukum Nomor 

1 yang menyatakan :  

“Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid 

adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib 

diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf”, 

Tentunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 

fatwa tersebut  muncul atas dasar pertimbangan : 

a. Bahwa ada beberapa masjid yang dibangun oleh 

perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah 

dan belum memiliki dokumen formal wakaf, 

kemudian dialihfungsikan sebegitu rupa oleh orang 

atau kelompok orang yang memegang?memiliki 

dokumen resmi dan seringkali menimbulkan masalah 

ditengah masyarakat. 

b. Bahwa di sisi lain, pembangunan di beberapa tempat 

telah merubah tata kota/wilayah yang salah satunya 

dengan penggusuran, termasuk menggusur dan/atau 

mengalihkan fungsi bangunan masjid untuk 

kepentingan lain, baik oleh swasta maupun 
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pemerintah tanpa menghiraukan status dan 

kedudukannya sebagai masjid.  

c. Bahwa atas dasar kenyataan ini muncul pertanyaan di 

masyarakat, di antaranya dari Badan Wakaf Indonesia 

(BWI), tentang bagaimana status hukum tanah yang 

di atasnya ada bangunan masjid, apakah harus wakaf 

atau tidak.  

d. Bahwa komisi fatwa MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang status tanah yang di 

atasnya ada bangunan masjid.
7
 

 Maka terhadap bangunan masjid yang dibangun 

di atas tanah bukan wakaf konsekuensinya adalah 

menjadi tanah wakaf, meskipun tanah tersebut 

mempunyai hak atas tanah atau tidak. Karena tanah 

tersebut menjadi tanah wakaf, maka diusahakan untuk 

disertifikasi wakaf. Keberadaan masjid dimanapun 

seyogyanya ditunjang oleh dokumen yang lengkap sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, sertifikasi ini 

menjadi penting dilakukan. Agar dikemudian hari dapat 

menjadi bukti autentik apabila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti ada pihak lain yang menggugat atau 

mempermasalahkan status masjid tersebut.   

 Padahal banyak manfaat yang akan diperoleh jika 

diselenggarakannya pendaftaran tanah wakaf diantaranya 

: 

a. Dapat mengetahui secara jelas data fisik dan data 

yuridisnya.  

b. Akan terwujudnya tertib administrasi pertanahan 

sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan.  

                                                           
 

7
 Fatwa MUI no 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di 

Atasnya Ada Bangunan Masjid 
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c. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, 

misalnya sengketa batas-batas tanah dan pendudukan 

tanah secara liar.  

  Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik 

untuk mengetahui dan menganalisis dari hal diatas dalam 

sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI 

Nomor 54 Tahun 2014  Tentang Status Tanah Yang Di 

Atasnya Ada Bangunan Masjid Di Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa 

pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam 

skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah: 

1. Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 

2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada 

bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar 

Kabupaten Wonosobo? 

2. Mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang 

Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid 

Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo belum banyak berimplementasi ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI No. 54 

Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya 

ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo. 
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2. Untuk mengatahui latar belakang dan faktor 

mengapa masyarakat tersebut tidak mensertifkatkan 

tanah yang di atasnya dibangun masjid tersebut 

sesuai dengan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 yang 

mana sebagai bentuk dari kekuatan hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan 

pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis 

secara teoritis. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan 

refrensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai 

refrensi dan informasi bagi masyarakat. 

 

E. Telaah Pustaka 

 Satu hal yang juga sangat penting ketika 

melakukan penelitian adalah melakukan kajian 

kepustakaan (literature review) baik sebelum maupun 

selama penelitian dilangsungkan.
8
 Peran tinjauan pustaka 

dan landasan teori adalah untuk menghindari duplikasi, 

kesalahan metode dan mengetahui posisi penelitian 

seseorang dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
9
 

Sejauh penelusuran penulis, tidak ditemukan penelitian, 

                                                           
8
 Widi Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian, (yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), hlm. 119 
9
 Widi Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian, (yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), hlm. hlm. 276 
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jurnal maupun buku yang spesifik dan detail yang 

membahas tentang implementasi Fatwa MUI No. 54 

Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada 

bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar 

Kabupaten Wonosobo. 

 Tetapi, ada beberapa tulisan yang berhubungan 

atau berkaitan dengan penelitian tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi Mohamad Fadzly Al Humam  yang 

berjudul “analisis Studi Respon Takmir Masjid 

Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi 

Sertifikasi Wakaf”, dalam penelitian ini yang 

dibahas adalah bagaimana respon Takmir Masjid 

Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi 

Wakaf, pada hasil penelitian tersebut bahwa 

pengurus tidak tahu tentang adanya regulasi 

sertifikasi sertifikasi wakaf atas hak pakai tanah 

negara dan pengurus dalam hal ini belum 

mempunyai i‟tikad meningkatkan status hak atas 

tanahnya.
10

 

2. Skripsi Ali Maghfur, yang berjudul “Kesadaran 

Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah 

Wakaf (Studi di Wilayah KUA Ngaliyan Kota 

Semarang). Hasil penelitian tersebut adalah 

pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat 

tentang sertifikasi wakaf dipengaruhi oleh 

pertama, masyarakat tidak pernah secara nyata 

memperoleh pendidikan tentang peraturan secara 

                                                           
10 Mohamad Fadzly Al Humam, analisis Studi Respon Takmir Masjid 

Raya Baiturrahman Terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf,  Skripsi UIN 

Walisongo Semarang, tahun 2019. 
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tertulis khususnya masalah sertifikat tanah wakaf. 

Kedua pensertifikasian tanah wakaf merupakan 

masalah yang jarang terjadi umumnya hanya 

pada masyarakat yang melakukan tindakan 

hukum terhadap tanah wakaf. Ketiga , hukum 

sertifikat tanah merupakan berapa pada hukum 

perdata sehingga peranan hukum dan perundang-

undangan tidak tampak jika tidak ada perkara 

yang diangkat. Sikap dan pola perilaku 

masyarakat dalam hal ini merupakan sikap 

instrumental yang merupakan sikap 

mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaidah 

hukum.
11

 

3. Skripsi yang ditulis oleh irnna Nurul Khalifah, 

berjudul „‟Analisis Faktor-faktor penyebab wakaf 

dibawah tangan 2001-2005 (Studi Kasus di 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)‟‟. wakaf 

dibawah tangan mempunyai pengertian bahwa 

secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan 

sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada 

saat pelaksanaan wakaf di bawah tangan 

semacam itu, semua syarat dan rukun wakaf yang 

telah ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-

faktor yang menyebabkan dilakukannya wakaf 

dibawah tangan adalah kebiasaan (tradisi) lisan 

dalam masyarakat,kurangnya pendidikan dan 

pemahaman tentang pentingnya pencatatan demi 

                                                           
11 Ali Maghfur, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi 

Tanah Wakaf (Studi di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)”, Skripsi UIN 

Walisongo Semarang ,tahun 2008. 
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kuatnya hukum atas tanah wakaf dan 

mahalnyabiaya sertifikat tanah wakaf.
12

 

4. Skripsi Muh. Mustaqim Saputra berjudul 

“Peranan PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya 

Sengketa Tanah Wakaf (StudiKasus di 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”, 

Sengketa yang terjadi antara pihak wakif atas 

nama sugianto yang ingin mewakafkan tanahnya 

seluas 84 m2 untuk mendirikan masjid, dengan 

nazhir yang diketuai oleh Hasan Bisri, tetapi, 

dalam hal ini, bapak Drs.Usman Effendi selaku 

PPAIW Kecamatan Pedurungan menjadi 

fasilitator dan mediator bahwa surat-surat yang 

akan di periksa olehnya, sudah sesuai atau belum 

dengan persyaratan hukum yang ditentukan, 

dengan kata lain, bahwa semua yang diperlukan 

oleh si wakif sudah memenuhi syarat untuk 

berwakaf Kronoligisnya ialah dari pihak keluarga 

si wakif, ada yang tidak setuju dengan sikap si 

wakif yang ingin mewakafkan tanahnya, 

sehingga masalah yang timbul menjadi sangat 

rumit dan berbelit-belit, maka dari itu pak Usman 

selaku PPAIW merasa perlu untuk diundang 

dalam masalah tersebut, untuk menyelesaikan 

sengketa tersebut Ketidaksetujuan itu dengan 

alasan bahwa tanah tersebut masih menjadi 

proses pembagian waris oleh pihak keluarga dari 

si wakif. Maka dengan sangat bijak si wakif ingin 

menyelsaikan masalah ini dengan jalan 

                                                           
12

 Irnna Nurul Khalifah, Analisis Faktor-faktor penyebab wakaf 

dibawah tangan 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten 

Blora), Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2007. 
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musyawarah dengan mengundang PPAIW, nadzir 

dan ulama setempat guna mencari solusi atas 

masalah tersebut. PPAIW yang melaksanakan 

tugas tersebut beranggapan hal itu diselesaikan 

dulu sertifikat tanah di notaris, sehinga masalah 

wakaf dapat teratasi, namun pihak si wakif 

menginginkan bahwa upaya tersebut tidak perlu 

dilakukan karena sertifikat sudah ada dan asli, 

tinggal masalah antara pihak si wakif dengan 

pihak lawan.perlu ada penengah yaitu PPAIW.
13

 

5. Skripsi yang ditulis oleh Nanang Nasir, yang 

berjudul ”Studi Analisis tentang tidak adanya 

pelapor benda wakaf oleh nadzir kepada KUA 

relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di 

KUA Sayung, Demak‟‟, Menyatakan bahwa 

banyaknya masyarakat Sayung Demak yang 

bertindak sebagai nadzir tidak melaporkan benda 

wakaf kepada KUA, dengan alasan bahwa benda 

wakaf yang telah diterima waqif adalah 

sepenuhnya menjadi hak Nadzir. Mereka juga 

beranggapan bahwa yang dilakukan sesuai 

dengan aturan wakaf dalam kitab kuning.
14

 

6. Jurnal Achmad Arief Budiman, (Jurnal) 

Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan: 

Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan 

Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung 

                                                           
13 Muh. Mustaqim Saputra, Peranan PPAIW Dalam Mencegah 

Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf (StudiKasus di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang), Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2016. 
14 Nanang Nasir, Studi Analisis tentang tidak adanya pelapor benda 

wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di 

KUA Sayung, Demak‟, Skripsi UIN Walisongo Semarang,2009 
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Semarang, penelitian ini memfokuskan 

pembahasan pada peran Stakeholder (Wakif, 

Mauquf Alayh, pegawai, pemerintah dan 

masyarakat) dalam pengelolaan wakaf di Rumah 

Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan 

Agung dan Masjid Agung Semarang.
15

 

  Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, 

penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

terhadap isi pembahasan dengan skripsi yang penulis 

susun. Penulis memfokuskan penelitian terhadap kajian 

tentang  implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 

Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan 

masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo. 

 

F. Kajian Teori 

1. Teori Tentang Fatwa  

 Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau 

pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu 

masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; 

dan petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap 

pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah 

hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al- ifta‟, 

al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian 

keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum 

                                                           
15 Achmad Arief Budiman,  “Partisipasi Stakeholder dalam 

Perwakafan: Studi kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf 

Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang” JurnalAl-Ahkam: Vol. 26, No. 1, 

April 2016 
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yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut 

dengan membuat hukum tanpa dasar.
16

  

2. Kedudukan Fatwa di Indonesia 

 Apabila ditinjau dari penjenjangan norma 

hukum di Indonesia, yang ditegaskan oleh Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, fatwa tidak 

memiliki kedudukan apapun di dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan. Secara formal 

legal, fatwa sama dengan doktrin para pakar hukum 

(legal opinion) yang sifatnya hanya menilai dan 

memberikan rekomendasi hukum.
17

 Sehingga 

kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak 

mengikat secara hukum akan tetapi bersifat mengikat 

secara agama semata, dengan demikian tidak ada 

peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya 

bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang 

shariah dan valid. Sementara hukum positif 

merupakan hukum yang saat ini berlaku yang 

mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku 

umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku 

khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal 

oleh aparatur negara dan sistem peradilan. 

3. Pengaruh Fatwa Terhadap Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 

                                                           
 16 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan  

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  hlm. 240. 

 17 Jefry Tarantang, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi 

Permasalahan Umat Islam Di Indonesia”, Jurnal Al-Manhaj, Vol. 14 No. 2 

Desember 2022. Hlm. 313.  
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 Di Indonesia badan yang mengeluarkan Fatwa 

adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak MUI 

berdiri sampai dengan sekarang, ada banyak fatwa 

dan nasihat MUI yang merupakan produk pemikiran 

hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. Indikator yang mendukung 

kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya 

beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya 

:  

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan berbagai 

peraturan pelaksanaannya; 

b. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama; 

c. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

d. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf; 

e. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

f. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan haji yang 

menggantikan Undang-Undang No 17 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji; 

g. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah;Undang-

Undang No 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. 

4. Konsep Wakaf  
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a. Pengertian Wakaf 

 Ditinjau dari bahasa Wakaf  berasal dari 

bahasa Arab, al-waqf bentuk masdar dari 

waqafa – yaqifu – wafqan yang berarti tetap 

berdiri, menahan, gelang dan diam.
18

 Kata Al-

Waqf semakna dengan al-habs bentuk masdar 

dari habasa-yashibu-hasban, yang artinya 

menahan.
19

 Dalam keterangan lain kata Al-

Waqf mengandung beberapa pengertian : 

 

Artinya : “Menahan, menahan harta 

untuk diwakafkan tidak dipindah 

milikkan”.
20

 

Para ulama fiqh memberikan definisi yang 

beragam tentang wakaf ini, diantaranya : 

a) Madzhab syafiiyah. 

 بّ يع بقبءعُّٛ بقطع افهتصرف رقبتّ عهٙ يصرف يببح

  حبس نًب ًٚكٍ الاَتفبع

Artinya : “wakaf adalah menahan harta 

yang dapat dimafaatkan dengan tetap utuh 

bendanya untuk sesuatu yang 

diperbolehkan” 

 (al-Ansari, 1357/III: 576; al-

Qulyubi,1995/III:94). 

                                                           
 

18
 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu : 

Literasi Nusantara,2020), hlm. 5 
 

19
 Ahmad Rofiq,  Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok:Raja 

Grafindo Persada,2017), hlm 395 
 

20
 Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama 

Republik Indonesia, Fiqh Wakaf, (Jakarta : Departemen    Agama 2003), hlm 1 
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b) Madzhab Malikiyah : 

 إعطبءانًُبفع عهٙ سبٛم بٛدانتأ

Artinya : “wakaf 

memberikan manfaat wakaf selama-

lamanya” (Ibnu Abdussalam, 1993/VI: 

18). 

c) Madzhab Hanabilah : 

ر   ًْ ْٛم ةِانثَّ ٔ   ت سْبِ  ستحْبٙ الْاصْمِ  

Artinya : “wakaf adalah menahan pokok 

wakaf dan menyedekahkan hasilnya” (Ibnu 

Qudamah, 1992/XIII: 184).  

d) Madzhab Hanafilah :  

ْٛرِ  ٍ   انْغ  ْٛلِ  يِ هِ ًْ كِ  انتَّ ْٕ هُ ًُ ٍِ  انْ بْسِ  ع  ٍْ  ح  ة   ع   عِبب   ر 

Artinya : “wakaf adalah suatu 

ungkapan menahan  

harta dari kepemilikan 

orang lain” (as-Sarakhsi, 

1993/XII: 27).
21

 

Sementara itu di Indonesia terdapat beberapa 

definisi mengenai wakaf, diantaranya adalah : 

a) PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1Tentang 

Perwakafan Tanah : 

                                                           
 

21
 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu : 

Literasi Nusantara,2020),hlm. 6 
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“wakaf ialah perbuatan hukum 

seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta 

kekayaannya yang berupa tanah milik 

dan melembagakannya untuk selama-

lamanya untuk kepentingan peribadatan 

atau keperluan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran agama islam”
22

 

 

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 

215 menyebutkan : 

“Perbuatan hukum seseorang atau 

kelompok orang atau badan hukum 

yang memisahkan sebagian dari benda 

miliknya melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan 

ibadah atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam.”
23

 

  

Pada tahun 2004 definisi wakaf 

mengalami perluasan cakupan seiring 

berlakunya Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004  

 

c) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan : 

                                                           
 

22
 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu : 

Literasi Nusantara,2020), hlm. 7 
 

23
 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan 

Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta   Pengertian Dalam 

Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2011), hlm. 119 
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“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan guna 

keperluan ibadah dan atau 

kesejahteraan umum menurut 

syariah”.
24

 

 Wakaf merupakan salah satu bentuk 

shadaqah dimana pahalanya terus mengalir bagi 

wakif. Sehingga sangat dianjurkan oleh agama, 

karena manfaatnya sangat besar bagi 

kepentingan dan pengembangan agama seperti 

pembangunan sarana ibadah, sarana belajar, 

rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. 

Demikian pula bagi orang yang berwakaf akan 

mendapatkan pahala yang terus menerus akan 

mengalir selama benda yang di wakafkan masih 

ada dan dipergunakan untuk kebaikan, 

meskipun orang yang mewakafkannya telah 

meninggal. 

b. Dasar Hukum Wakaf 

a) Al Quran 

 Tidak ada satupun ayat Al-Quran 

yang berbicara tentang wakaf secara 

tegas dan spesifik. Namun, perwakafan 

dapat diketahui secara implisit dalam 

Al-Quran, selain dalam Hadits terdapat 

                                                           
 

24
 Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf ,Pasal 1 Ayat 1 
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beberapa nomenklatur.
25

 Diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

QS. Ali Imran 92 

ءٍ  بُّونَۚ  وَمَا ثنُفِقُوا۟ مِن شََْ ا تُُِ ٰ ثنُفِقُوا۟ مِمَّ مبَِِّْ حَتََّّ
 
منَ ثنَاَموُا۟ ٱ

َ بِوِۦ علَِيٌ  للََّّ
 
نَّ ٱ

ّ
 فاَ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai 

kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan sehahagian harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 

nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya”.
26

 

Menurut Abdul Baqi, ayat ini berkaitan 

dengan perbuatan wakaf yang berdasarkan  

motivsi yang tegas untuk menafkahkan harta 

di jalan Allah. Harta ini sebagai sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dan 

memperoleh pahala.
27

 

QS. Al Hajj 77 

فعَْلوُا۟ 
 
َّكُُْ وَٱ عْبُدُوا۟ رَب

 
دُوا۟ وَٱ سُْْ

 
رْكَعُوا۟ وَٱ

 
ينَ ءَامَنوُا۟ ٱ ِ لََّّ

 
اَ ٱ أٓيَُُّّ يَ  

َّكُُْ ثفُْلِحُونَ ۩ مخَْيَْْ معََل
 
 ٱ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 

                                                           
25 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu : 

Literasi Nusantara,2020), hlm. 11 
 26 Departemen Agama RI, Al Hidayah Al Qur‟an Dan Tafsir Per 

Kata Tajwid Kode Angka, (Tanggerang Selatan : Kalim, 2011 ), hlm. 63 
27 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu: 

Literasi Nusantara,2020), hlm. 12 
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Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya 

kamu mendapat kemenangan”.  

 Taqiyudin ad-Dimasyqi menafsirkan 

perintah untuk berbuat baik (al-khair) dalam 

ayat di atas adalah perintah untuk melakukan 

wakaf. Penafsiran tersebut sangat cocok 

apabila dihubungkan dengan firman Allah 

QS. Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat 

tersebut, kata al-khair diartikan dengan harta 

benda. Perintah al-khair adalah melakukan 

ibadah yang berbentuk harta 

(ibadahmaliyah).
28

 

b) Hadits  

Dalam hadits lain diceritakan, bahwa 

Umar ibnu Khatab mewakafkan 

tanahnya yang berada di Khaibar. Ini 

dipandang sebagai salah satu bentuk 

pensyariatan wakaf.
29

 

ُ علَيَْوِ  يْبََِ فأَتَََ امنَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ رُ ٱَرْضًا بَِِ ٱَصَابَ عَُُ

نِّّ ٱَصَبْتُ 
ّ
ِ ا تأَمِِرُهُ فِيهاَ فقَاَلَ يََ رَسُولَ اللََّّ َ يسَ ْ وَسَلََّّ

يْبََِ ممَْ ٱُصِبْ مَالًً قطَُّ ىُوَ ٱَهفَْسُ عِنْدِي مِنْوُ  ٱَرْضًا بَِِ

 
ّ
قْتَ فمََا ثأَمُِرُنِّ بِوِ قاَلَ ا نْ شِئتَْ حَبسَْتَ ٱَصْليَاَ وَثصََدَّ

َّوُ لًَ يبَُاعُ ٱَصْليُاَ وَلًَ يبُتْاَعُ  رُ ٱَه قَ بَِِا عَُُ بِِاَ قاَلَ فتَصََدَّ

                                                           
28 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu: 

Literasi Nusantara,2020), hlm. 12 
29 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Raja Grafindo 

Persada,2015), hlm. 20 
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رُ فِِ امفُْقَرَاءِ  قَ عَُُ وَلًَ يوُرَثُ وَلًَ يوُىَبُ قاَلَ فتَصََدَّ

ِ وَا بِيلِ وَفِِ امقُْرْبََ وَفِِ امرّقِاَبِ وَفِِ سَبِيلِ اللََّّ بْنِ امسَّ

يْفِ لًَ جُناَحَ علَََّ مَنْ وَلِيَهاَ ٱَنْ يأَكَُُِ مِنْْاَ  وَامضَّ

لٍ فِيوِ   بِِممَْعْرُوفِ ٱَوْ يعُْعِمَ صَدِيقاً غيََْْ مُتمََوِّ

Artinya: Umar mendapatkan bagian 

tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia 

datang kepada Nabi Saw dan meminta 

saran mengenai bagian tersebut. Dia 

berkata; Wahai Rasulullah, saya 

mendapat bagian tanah perkebunan di 

Khaibar, dan saya belum pernah 

mendapatkan harta yang sangat saya 

banggakan seperti kebun itu, maka apa 

yang anda perintahkan mengenai kebun 

tersebut? Rasulullah Saw kemudian 

menjawab; Jika kamu mau, peliharalah 

pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. 

Ibnu Umar berkata; Kemudian Umar 

menyedekahkan tanah tersebut, tidak 

dijual pohonnya dan hasilnya, tidak 

diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu 

Umar melanjutkan; Umar 

menyedekahkan hasilnya kepada orang-

orang fakir, karib kerabat, 

pemerdekaan budak, dana perjuangan 

di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang 

dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga 

membolehkan orang lain untuk 

mengolah kebun tersebut dan memakan 
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dari hasil tanamannya dengan 

sepantasnya, atau memberi makan 

temannya dengan tidak 

menyimpannya.” 

c) Ijma  

  Ijma ulama. Ulama telah sepakat 

tentang disyariatkan wakaf.
30

 

d) Menurut perundang-undangan 

  Negara juga berpatisipasi dalam 

penanganan wakaf secara bijak sehingga 

adanya aturan yang berlaku yang sudah 

tertera di dalam hukum positif yaitu 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf, peraturan ini merupakan 

penyempurna dari peraturan yang sudah 

ada dengan menambahkan hal-hal baru 

yang merupakan pemberdayaan wakaf 

secara produktif. Dalam Undang-Undang 

ini terdapat perluasan benda yang 

diwakafkan yaitu mengatur tentang benda 

bergerak seperti uang dan benda-benda 

bergerak lainnya dan dilanjutkan oleh 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 

tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

meliputi, ketentuan umum, nadzir, jenis 

harta, akta ikrar dan pejabat pembuat akta 

ikrar, tata cara pendaftaran dan 

                                                           
30 Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia,(Depok: 

RajaGrafindo Peersada, 2018), hlm. 216 
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pengumuman harta benda wakaf, 

pengelolaan dan pengembangan, bantuan 

pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, 

pembinaan nadzir dan pengawasan harta 

benda wakaf. 

 

c. Rukun dan Syarat  

Rukun wakaf terdiri dari 4 yakni , 

e) Wakif 

  Adalah Orang yang mewakafkan 

harta benda miliknya.
31

 Wakaf termasuk 

sedekah jariyah sebagai salah satu bentuk 

tabarru‟ (derma). Syarat utama tabarru‟ 

harus dilakukan oleh orang yang 

memiliki ahliyah al-ada‟al-kamalah 

(kemampuan berbuat secara penuh), yaitu 

dewasa dan berakal sehat.
32

 
 

f) Mauquf lah 

  Adalah harta benda yang 

diwakafkan.
33

 Agar harta benda yang 

diwakafkan sah menurut hukum, maka 

harus memenuhi syarat-syarat 

diantaranya adalah harta yang 

diwakafkan harus mutaqawwim (harta 

tersebut boleh dimanfaatkan menurut 
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 Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom 

Multimedia Grafika,2015), hlm. 26 
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 Afifudin Muhajir, nawawi, Refitalisasi Filantropi Islam, (Batu : 

Literasi Nusantara,2020), hlm. 8 
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 Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom 

Multimedia Grafika,2015), hlm. 26 
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ketentuan syariat dalam situasi apapun), 

harta yang diwakafkan harus jelas 

wujudnya, harta wakaf adalah milik 

mutlak wakif dan benda wakaf harus 

bersifat kekal.
34

 
 

g) Mauquf‟alaih  

  Adalah tujuan wakaf.
35

 Wakaf 

adalah salah satu bentuk ibadah yang 

bertujuan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah. Karena itu yang menjadi tujuan 

wakaf adalah segala amal kebajikan yang 

termasuk dalam kategori qurbah kepada 

Allah. Implemantasi qurbah kepada Allah 

diwujudkan dengan mentashorufkan hasil 

pengelolaan wakaf untuk mauquf „alaih 

yang sesuai dengan ketentuan syari‟at 

seperti untuk kaum miskin, ulama‟, 

keluarga dekat dan kepentingan umum.
36

 

Agar harta benda yang sudah diwakafkan 

bisa memberikan kemaslahatan yang 

optimal maka diperlukan seorang yang 

dapat mengelola wakaf tersebut dengan 

baik yaitu nadzir. 

   Pada UU No 41 Tahun 2004 

Pasal 1 ayat (4) mengatakan bahwa 
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 Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom 

Multimedia Grafika,2015), hlm. 29 
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 Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom 

Multimedia Grafika,2015), hlm. 33 
 

36
 Achmad Arif Budiman, Hukum Wakaf, (Semarang : Basscom 

Multimedia Grafika,2015), hlm. 33 



 

26 

“nadzir adalah pihak yang menerima 

harta benda wakaf dari wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai 

dengan peruntukannya”.
37

 Syarat 

menjadi nadzir haruslah mempunyai 

kecakapan dalam melakukan perbuatan 

hukum, mukallaf, sehingga ia bisa 

mengelola wakaf dengan baik. Nadzir 

dalam hal ini bisa berupa perorangan, 

organisasi maupun badan hukum yang 

ketentuannya diatur pada UU No 41 

Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1-3). 
 

h) Sighat  

  Pernyataan wakaf dari wakif. 

Sighat adalah pernyataan dari wakif 

kepada nadzir untuk mewakafkan benda 

miliknya.
 38

 Syaratnya sighat tersebut 

dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di 

hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 

dua orang saksi. Sighat tersebut 

dinyatakan secara lisan atau tertulis serta 

dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh 

PPAIW.  

 

d. Sertifikasi Wakaf 

 Sejak islam datang ke Indonesia, 

peraturan perwakafan diatur menurut hukum 

agama Islam (fikih). Tata cara mewakafkan 
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 Undang-undang No 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf ,Pasal 1 Ayat 4 
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miliknya, seperti tanah, sawah, rumah dan lain-

lain untuk kepentingan agama dan masyarakat, 

dengan tidak usah kabul, penerimaan dari 

pihakyang diberi wakaf. Secara fikih klasik, dari 

semua madzhab fikih hal seperti tersebut sudah 

sah.
39

  

 Sesungguhnya dalam perspektif 

pengaturan, masalah perwakafan ini tidak hanya 

menyangkut masalah di bidang keagamaan 

islam belaka, namun kini menyangkut 

pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga 

wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang 

dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana 

guna pengembangan kehidupan beragama, 

khususnya bagi umat yang beragama, islam 

dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual 

dan materil.
40

 Pengaturan tentang sumber 

hukum, tata cara, prosedur dan praktik 

perwakafan dalam bentuk peraturan masih 

relatif baru, yakni sejak lahir UU No 5 Tahun 

1960 Tentang Agraria.
41

 

 Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang 

wakaf  serta PP No 42 Tahun 2006 tentang 

wakaf sebagai peraturan pelaksana ketentuan 

undang-undang beserta peraturan pelaksananya 

menegaskan bahwa wakaf tidak cukup hanya di 
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ikrarkan saja namun harus didaftarkan pada 

kantor Agraria untuk mendapatkan bukti 

kepemilikan yang berkekuatan hukum tetap. 

Kewajiban pendaftaran tanah milik diatur dalam 

PP No. 28 Tahun 1977, yang kemudian 

dijabaarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 

6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran  

Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
42

 
 

G. Metodologi Penelitian 

Metodologi adalah cara atau prosedur yang di 

gunakan untuk menemukan suatu kebenaran. Sedangkan 

penelitian adalah merupakan sebuah proses untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data 

dan informasi untuk menjawab dan memecahkan suatu 

persoalan.
43

 Jadi, metode penelitian adalah merupakan 

tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian 

dilakukan.
44

  

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah :  

1. Jenis penelitian 

Di sini penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan 

metode penelitian yuridis empiris yaitu metode 

penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di 

masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap 
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 Nur Hidayati Setyani, Hukum Pertanahan di Indonesia, (Semarang : 

Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 56 
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 Widi Kartiko. Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha 
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keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, 

dengan maksud menemukan fakta-fakta yang 

diijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut 

dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada 

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
45

 

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian 

hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang 

diambil dari perilaku manusia yang, baik perilaku 

verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku 

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
46

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

metode pendekatan deskriptif. 

2. Sumber data dan bahan hukum 

a. Sumber hukum  

1) Data primer 

Data primer ini di peroleh langsung dari sumber 

pertama dalam hal ini Takmir Masjid At-Taufik 

Dusun Rejosari, Masjid Ikhwanus Surur Dusun 

Tambi, Masjid Baitul Mubarokah Dusun 

Tegalrejo. Data primer ini sangat menentukan 

dalam penelitian ini, karena penulis lebih 

banyak bertumpu pada data ini. 

2) Data sekunder 

Data sekunder ini merupakan data yang 

diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan 

untuk memperoleh landasan teori yang 

                                                           
45

 Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi penelitian hukm 
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bersumber dari Al-quran, Al-hadits, perundang-

undangan, buku, jurnal dan literatur sebagai 

materi yang dibahas. 

b. Bahan hukum  

1) Bahan hukum primer meliputi :  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Pokok Agraria  

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan perundang-

undangan 

d) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

f) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-

undangan 

g) Peraturan Mentri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran 

Tanah Wakaf di Kementrian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

h) Surat Edaran Mentri Agraria Dan tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1/SE/III/2018 Tentang Petunjuk 
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Pelaksana Percepatan Pendaftaran Tanah 

Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia 

i) Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 Tentang 

Status Tanah yang di atasnya ada Bangunan 

Masjid. 

c. Bahan hukum sekunder 

a) Buku-buku yang terkait dengan wakaf, 

b) Jurnal tentang wakaf, 

c) Tulisan-tulisan tentang materi yang akan 

peneliti bahas. 

 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Data primer 

1) Observasi  

 Nanang Martono menerangkan bahwa 

observasi adalah, yaitu sebuah proses untuk 

mendapatkan informasi data menggunakan 

panca indra, observasi digambarkan sebagai 

proses yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menggabungkan antara realitas dan asumsi 

teoritis atau menyelaraskan antara kenyataan 

dan jawaban dari informan. Menurut Sugiyono, 

batasan dari kegiatan observasi tidak hanya 

sekadar mengamati narasumber atau pelaku 

melainkan juga objek-objek alam yang lain 

disekitarnya.
47

 

 Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu 

observasi partisipatif dan observasi non 

partisipatif. Observasi partisipatif artinya 
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peneliti terlibat secara langsung dengan 

kegiatan sehari-hari dari responden. Sedangkan 

observasi nonpartisipatif adalah peneliti tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen dan bahkan dalam keadaan tertentu 

kehadiran peneliti tidak diketahui oleh 

responden ataupun informan.
48

 

 Dalam hal ini, peneliti mengunakan 

metode observasi tekhnik non- partisipan, 

maksudnya adalah peneliti secara keseluruhan 

mengamati kegiatan masyarakat dalam proses 

perwakafan. Pengamatan tersebut dil- akukan 

secara intensif dan berkala sampai dengan 

penelitian ini selesai. 

 Pentingnya observasi langsung dari 

peneliti dapat difungsikan untuk me- 

nyelaraskan antara realita yang terjadi di 

lapangan melalui pengamatan oleh penulis 

dengan tanya jawab bersama narasumber. 

Sehingga hasil dari kedua metode tersebut 

dapat disatukan menjadi data yang terpadu dan 

sistematis.
49

 

2) Wawancara  

  Wawancara adalah proses memperoleh 

informasi untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab dan bertatap muka secara lansung 

antara si penanya dengan narasumber. 

Pengumpulan data melalui wawancara 
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 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam 

Press ,2018), hlm. 150 
 

49
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 167-168 



 

33 

terstruktur sangat berguna dalam situasi ketika 

informasi yang mendalam diperlukan atau 

peneliti baru mempunyai informasi yang 

terbatas terhadap area yang hendak di teliti.
50

  

  Untuk mengetahui bagaimana 

implementasi Fatwa MUI No 54 Tahun 2014 

tentang status tanah yang di atasnya ada 

bangunan masjid di Desa Tambi dan untuk 

mengetahui bagaimana peran Pengurus 

Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Rejosari 

dalam mengimplementasikan Fatwa MUI No. 

54 Tahun 2014 tentang status tanah yang di 

atasnya ada bangunan masjid Desa Tambi 

maka penulis akan mewancarai:  

a) Bapak Sanuri , selaku tokoh masyarakat 

dan pengurus Takmir Masjid At-Taufik 

Dusun Rejosari 

b) Bapak , Selaku Takmir Masjid 

Ikhwanus Surur Dusun Tambi 

c) Bapak Suyono, selaku pengurus Takmir 

Masjid Baitul Mubarokah Dusun 

Tegalrejo 

d) Kepala Desa Tambi, Bapak Wahyono 

 

3) Dokumentasi  

 Dokumentasi ini dilakukan terhadap 

catatan atau sejenisnya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Dokumentasi 

merupakan data peristiwa masa lalu ini bisa 

                                                           
50

 Widi Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010),  hlm. 242. 
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berbentuk foto, buku-buku arsip, file komputer 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

 

4. Analisis data 

Setelah data dikumpulkan, kemudian akan 

dilakukan analisis secara kualitatif yaitu 

penggambaran hasil penelitian dengan cara 

penyampaian melalui kalimat-kalimat agar dapat 

dipahami dengan mudah. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, 

sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran 

yang jelas. Setelah seluruh data-data terkumpul maka 

barulah langkah selanjutnya peneliti menentukan 

bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara 

lain : 

a. Reduksi data 

 Reduksi data merupakan rangkuman dari 

rangkain pembahasan untuk pemusatan lebih 

rinci terkait dengan sasaran penelitian, yaitu 

mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir 

kajian penilitian sehingga dapat ditemukan 

uraian singkat terkait dengan hasil penelitian.  

b. Penyajian data 

 Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan 

informasi tersusun yang memungkinkan 

untuk melakukan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data juga 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan 
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kesimpulan dan pengambilan tin- dakan. 

Penyajian data berbentuk teks naratif diubah 

menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang 

guna meng- gabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mu- dah diraih, sehingga peneliti akan dapat 

mengetahui apa yang terjadi untuk menarik 

kesimpulan. penyajian ini merupakan proses 

dari analisis. 

 

c. Penarikan kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan penelitian selalu 

harus mendasarkan diri atas semua data yang 

diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan 

kata lain penarikan kesimpulan harus di 

dasarkan atas data yang di temukan di 

lapangan bukan angan-angan atau keinginan 

penelitian.
51

Berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan merupakan jawaban yang 

dicari, walaupun tidak selalu menyenangkan. 

sehingga setelah diteliti kemudian menjadi 

jelas dan akurat. 

 

H. Sistematika penyusunan skripsi 

                                                           
 51 Ja‟mal Ma‟mar Asmani, Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis 

Penelitian Pendidikan, (Jogjakarta: Diva Press,2011), hal.129-130 
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Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 

arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar 

dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama ini berisi gambaran umum tentang penelitian 

yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Manfaaat Penelitian, 

Metodologi Penelitian Sitematika Penulisan 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab kedua ini membahas tentang kerangka dasar 

sebagai acuan dari keseluruhan bab yang akan di bahas 

dalam kerangka penelitian ini seperti pembahasan terkait 

tentang fatwa, kedudukan fatwa, pengaruh fatwa terhadap 

pembentukan peraturan perundang-undangan dan konsep 

Wakaf serta sertifikasi wakaf   

 

BAB III DATA 

Dalam bab ini berisi data penelitian tentang gambaran 

umum Desa Tambi meliputi sejarah berdirinya Desa 

Tambi, jumlah penduduk, pekerjaan batas wilayah, 

kondisi sosial keagamaan. Dalam bab ini juga berisi 

tentang gambaran umum status Status Tanah Yang di 

Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo.  

 

BAB IV ANALISIS 

Dalam bab ini berisi analisis tentang implementasi Fatwa 

MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di 

Atasnya ada bangunan masjid di Desa Tambi Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo serta latar belakang dan 
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faktor mengapa masyarakat tersebut tidak 

mensertifkatkan tanah yang di atasnya dibangun masjid 

tersebut sesuai dengan Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 

yang mana sebagai bentuk dari kekuatan hukum. 

 

BAB V KESIMPULAN  

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil 

pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok 

masalah, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

TEORI UMUM TENTANG FATWA, KEDUDUKAN 

FATWA DI INDONESIA, PENGARUH FATWA 

TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, KONSEP WAKAF 

DAN SERTIFIKASI WAKAF 

A. Teori Tentang Fatwa  

1. Pengertian Fatwa  

 Fatwa (ٖٕانفت) menurut bahasa berarti jawaban 

mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan 

bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-

kasysyaf dari kata ٙانفت (al-fataa/pemuda) dalam usianya, 

dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti‟arah). 

Sedangkan pengertian fatwa menurut syara‟ adalah 

menerangkan hukum syara‟ dalam suatu persoalan sebagai 

jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas 

identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun 

kolektif.
52

 

 Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau 

pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu 

masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan 

petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan 

dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa 

berasal dari kata bahasa arab al- ifta‟, al-fatwa yang secara 

sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah 

sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, 

atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.
53

 

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan al-

                                                           
 52 Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, 

(Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 5.  

 53 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan  

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  hlm. 240. 
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arab menyatakan, Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu 

(menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, 

maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut 

kepadanya). Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas‟alah (seorang 

laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). Wa 

Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa‟an Wa Futaa (aku 

meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia 

memberikan kepadaku sebuah fatwa)”. Di dalam kitab 

mafaahim Islamiyyah diterangkan sebagai berikut, secara 

literal, kata “al fatwa” bermakna“ jawaban atas persoalan-

persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. 

Bentuk jamaknya adalah fataawin atau fataaway. Jika 

dinyatakan Aftay Fi Al-Mas‟alah menerangkan hukum 

dalam masalah tersebut. 

Sedangkan Al Iftaa‟ adalah penjelasan hukum-

hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang- undang, 

dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-

pertanyaan orang yang bertanya (Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-

Mas‟alah Al Syar‟iyyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa 

Mimmaa Yata‟allaqu Bisu‟aal Al-Saail). Muftiy adalah 

orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau 

menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. 

Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat 

mengenai makna syariat dari kata al-fatwa dan al-iftaa‟ 

berdasarkan makna bahasa. Menurut Prof Amir 

Syarifuddin, fatwa atau ifta‟ berasal dari kata afta, yang 

berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu 

usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara‟ oleh 

ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.
54

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan 

dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi 

fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara 

umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang 

                                                           
 54 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm. 484 
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mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum 

dipahami oleh peminta fatwa. 

2. Dasar Hukum Fatwa  
 Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan 

keterangan Al- Quran, hadist, ijma‟, dan qiyas. Keempatnya 

merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah 

disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati 

validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber 

hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-

Quran Surat An-Nisa‟ ayat 59 sebagai berikut :  

َمأرََِٰٰلَِٰٓ  وَأوَُٰٱلرَّسُولََٰٰٓ  وَأطَِيعُواَٰٱللَّوَََٰٰٓ  أطَِيعُوآَٰ  آ  ءَامَنُوَٰٱلَّذِينََٰٰأيَ ُّهَآ  يَ َٰ َٰٱلْأ
زَعأتُمأََٰٰفإَِنَٰٓ  َٰمِنكُمأَٰ ءٍََٰٰفََِٰٰتَ نَ  َٰتُ ؤأمِنُونََٰٰكُنتُمأََٰٰإِنَٰوَٱلرَّسُولََٰٰٱللَّوََِٰٰإِلَََٰٰفَ رُدُّوهََُٰٰشَىأ

ءَاخِرََِٰٰوَٱلأيَ وأمََٰٰبٱِللَّوَِٰ لِكََٰٰٓ  َٰٱلأ رََٰٰذَ  سَنََٰٰخَي أ يلًَٰتأَأوََِٰٰوَأَحأ  
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat 

keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu‟adz ibn 

Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi 

qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu‟adz 

apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia 

tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun 

sunnah, maka Mu‟adz menjawab bahwa ia akan 

berijtihad dengan akalnya, dan Rasullah pun   
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menyetujuinya.
55

 

3. Fungsi Fatwa 

 Fatwa memiliki keterkaitan dengan fiqih, 

keduanya mempunyai hubungan yang saling 

melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang 

substansi hukum Islam yang tidak seluruhnya 

dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai 

kitab hukum yang dibuat sebagai rujukan normatif 

dalam melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini jika didapati suatu masalah yang 

memerlukan penjelasan dan uraian rinci, seseorang 

dapat berkonsultasi dengan mufti untuk mendapatkan 

solusi dari masalah yang dihadapi.
56

 Maka 

dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat 

hukum yang berdasarkan pertimbangan. Fatwa muncul 

sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang 

dihadapi oleh umat dari sejak dulu.  

B. Kedudukan Fatwa Di Indonesia 

  Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang 

tinggi. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang 

bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum 

Islam. Serta menjadi salah satu alternatif untuk menjawab 

perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash 

keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya. Fatwa 

hanya boleh dikeluarkan oleh seseorang atau badan yang 

memang secara syarat telah mampu disebut dengan Mufti.  

  Di Indonesia badan yang mengeluarkan fatwa adalah 

Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri 

                                                           
 55 Asrorun Ni‟am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (Cakrawala Islam, 2016),  hlm. 122-123. 

 56 Lina Nur Anisa, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Terhadap Hukum Positif Indonesia, Artikel IAI Ngawi 

https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/download/428/pdf, 

hlm 75. Diakses 17 juni 2023 

https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/download/428/pdf


 

42 

pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan 

tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI merupakan 

mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program 

pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. 

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para 

ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk :  

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat 

Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan 

beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala;  

2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah 

keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan 

masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya 

ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama 

dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa 

serta;  

3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro 

(pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat 

dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan 

nasional;  

4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar 

organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan   muslimin   

dalam   memberikan   bimbingan   dan   tuntunan   

kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan 

mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal 

balik.
57

  

 Guna merespon isu-isu hukum Islam yang sedang 

berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah 

                                                           
 

57
 Al Fitri Johar “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-

fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-

undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1, diakses 17 Juni 

2023.  
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masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. 

 Apabila ditinjau dari penjenjangan norma hukum di 

Indonesia, yang ditegaskan oleh Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, fatwa tidak memiliki kedudukan apapun di 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara 

formal legal, fatwa sama dengan doktrin para pakar hukum 

(legal opinion) yang sifatnya hanya menilai dan memberikan 

rekomendasi hukum.
58

 Sehingga kedudukan fatwa dalam 

kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum akan 

tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan 

demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk 

menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau 

nash yang shariah dan valid. Sementara hukum positif 

merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup 

aturan perundang-undangan yang berlaku umum (regelling), 

ataupun keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang 

pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan sistem 

peradilan. 

 Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori 

hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur 

Negara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak 

diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan 

kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah 

diadopsi ke dalam bentuk Peraturan beruapa Undang-undang 

ataupun Peraturan Daerah.
59

  

C. Pengaruh Fatwa Terhadap Pembentukan Peraturan 
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Permasalahan Umat Islam Di Indonesia”, Jurnal Al-Manhaj, Vol. 14 No. 2 
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Perundang-Undangan Di Indonesia 

 Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas 

menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga 

makna, yakni: 

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-

undangan atau melakukan kebijakan- kebijakan yang 

bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 

2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-

undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi 

pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang 

memerlukannya; 

3. Negara berkewajiban membuat peraturan 

perundang-undangan yang melarang siapa pun 

melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham 

ateisme).
60

 

 Selanjutnya di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 

disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan 

tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama 

dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” 

sebagaimana termaktub dalam ayat (2) Pasal 29 

UUD 1945 tersebut bersifat “imperatif”, artinya negara 

berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya 

agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan 

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 

Sebenarnya, melalui ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 

1945 menjamin untuk terwujudnya pelaksanaan untuk 

pemenuhan seluruh syariat Islam bagi umat Islam 

dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam yang 
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pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan 

formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam 

hukum nasional.
61

  

 Posisi MUI jika ditinjau secara kelembagaan Negara 

berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. 

Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan 

lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di 

tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung 

kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastrukutr 

lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat 

sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara 

mendalami masyarakat tersebut. Sebab MUI adalah 

organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai 

tugas dan fungsi untuk pemberdayaan 

masyarakat/umat Islam.
62

 

 Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang 

mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan 

peraturan bernafaskan substansi ajaran Islam. Fatwa 

yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap 

politik pemerintahan. kekuatan independen MUI ini 

mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik 

pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-

independensi berbasis civil society. Sejak MUI berdiri 

sampai dengan sekarang, ada banyak fatwa dan 

nasihat MUI yang merupakan produk pemikiran 

hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. Indikator yang mendukung 
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kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya 

beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya; 

2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

3. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

4. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 

5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 

6. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-

Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji; 

7. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah; 

8. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal. 

 Tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan 

Perundang-Undangan MUI. Komisi ini memiliki peran 

penting dalam mmeningkatkan efektifitas penyerapan 

Fatwa MUI dalam pembangunan hukum nasional dan 

pembentukan Peraturan perundang- undangan. Dalam 

konteks ini, tugas Komisi Hukum dan Perundang-

Undangan MUI adalah : 

a. Melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-

undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan 

kepentingan umat Islam; 

b. Mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan 

RUU dan Peraturan PerundangUndangan lainnya 

khususnya berkaitan syariat Ilam sejauh diperlukan; 

c. Memberikan tanggapan atas berbagai rancangan 

peraturan perundang-undnagan yang dinilai tidak 

sesuai dengan syariat dan kepentingan umat Islam; 
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d. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-

undangan yang tidak sesuai dengan syariat dan/atau 

kepentingan umat Islam; 

e. Mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan syariat dan/atau kepentingan umat Islam; 

f. Mengajukan judicial review terhadap peraturan 

perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan 

peraturan perudangundangan yang lebih tinggi dan 

syariat Islam baik kepada Mahkamah Konstitusi 

maupun Mahkamah Agung. 

 MUI berdiri untuk memberikan perlindungan secara 

hukum syariah dan hukum positif untuk 

mempedulikan kesejahteraan rohani umat Indonesia. 

MUI yang menyadari bahwa mereka merupakan 

pewaris tugas-tugas para Nabi (Waratsatul Anbiya‟), 

terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun 

masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah 

dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan 

perjuangan kemerdekaan. Selain itu umat Islam 

Indonesia juga menghadapi tantangan global yang 

sangat berat. Dalam perjalanannya, Majelis Ulama 

Indonesia berusaha untuk dapat memberikan 

bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam, baik 

dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan 

harapan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dengan 

fatwa MUI, persoalan-persoalan umat Islam, yang 

berkaitan dengan masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan serta meningkatkan kegiatan demi 

terwujudnya persatuan Umat islam (ukhuwah 

Islamiyah), kerukunan antar umat beragama, dalam 

memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. MUI 

juga turut serta menjadi penghubung antara ulama 

kepada Pemerintah, dan menjadi penterjemah timbal 

balik antara umat dan Pemerintah demi mensukseskan 

pembangunan nasional. Juga meningkatkan hubungan 
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dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan 

cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan 

dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat 

Islam dalam mengadakan konsultasi dan informasi 

timbal balik.
63

 

D. Tinjauan Umum Mengenai Perwakafan 

a. Pengertian Wakaf 

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam 

islam yang memiliki hubungan langsung secara 

fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah 

sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan 

kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
64

 

Ditinjau dari bahasa Wakaf  berasal dari bahasa Arab, 

al-waqf bentuk masdar dari waqafa – yaqifu – wafqan 

yang berarti tetap berdiri, menahan, gelang dan diam.
65

 

Dalam keterangan lain kata Al-Waqf mengandung 

beberapa pengertian : 

 

Artinya : “Menahan, menahan harta untuk 

diwakafkan tidak dipindah milikkan”.
66

  

Kata wakaf terdapat dalam Al-Quran surat As-

Shafat (37): 24   ٌ سْ ـُٕنُٕ ىُ يَّ قفُِْٕىُْ  إََِّٓ  ٔ  
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yang artinya “Dan tahanlah mereka karena 

sesungguhnya mereka akan dimintai 

pertanggungjawaban”. Kata wakaf sebagai kata benda 

semakna dengan al-habsu. Kalimat habistu-ahbisu-

habsan dan kalimat ahbistu-uhbisu-ihbasan berarti 

waqaftu (saya telah menahan). Kalimat “hubisa al-

faras fi sabililah” (kuda ditahan di jalan Allah) berarti 

kuda menjadi muhbas (tertahan) dan kata muannas-

nya adalah habisah (kuda betina yang tertahan). Kata 

ini sering disamakan dengan at-tasbil yang bermakna 

al-habs`an tasarruf, yang berarti mencegah 

mengelolanya.
67

 Menurut istilah syara‟ ialah menahan 

harta tetentu yang dapat dialihkan dan memungkinkan 

dapat diambil manfaatnya, dan bentuknya masih tetap 

dan memutuskan pentasharupan (penggunaannya) 

dengan dialihkan kea rah kebajikan (yakni taqarrub) 

mendekatkan kepada Allah SWT (dengan syarat-

syarat tertentu).
68

 

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf 

secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf 

dengan definisi yang beragam sesuai dengan 

perbedaan madzhab yang mereka anut, baik dari segi 

kelaziman dan ketidaklaziman. Syarat pendekatan di 

dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta 

wakaf setelah diwakafkan. Juga perbedaan persepsi di 

dalam tata cara pelaksanaan wakaf.
69

 Dalam 
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Perbedaan definisi tentang wakaf ini akan berimplikasi 

terhadap status harta wakaf serta akibat hukum yang 

dimunculkan dari wakaf tersebut. 

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi 

dalam bukunya yang berjudul Hukum Wakaf bahwa 

ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk 

kepada para imam mazhab. Seperti Abu Hanifah, 

Malik, Syafi`i dan imam-imam lainnya. Maka setelah 

membaca definisi-definisi yang mereka buat, seolah-

olah definisi tersebut adalah kutipan dari mereka. 

Padahal kenyataanya tidak demikian karena definisi-

definisi itu hanyalah karangan ahli-ahli fikih yang 

datang sesudah mereka, sebagai aplikasi dari kaidah-

kaidah umum masing-masing imam mazhab yang 

mereka anut.
70

  

Dari kalangan ulama Syafi`iyah, Imam Nawawi 

mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang 

dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, 

sementara benda itu tetap ada dan digunakan 

manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri 

kepada Allah”.
71

 Lalu Al-Syarbini Al-Khatib dan 

Ramli Al-Kabir mendefinisakan wakaf dengan 

                                                                                                                     
Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 

2003), hlm 38 
70 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi,Hukum Wakaf: Kajian 

Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta 

Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 

2003), hlm 39 
71 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi,Hukum Wakaf: Kajian 

Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta 

Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 

2003), hlm 40 



 

51 

“menahan harta yang bisa diambil manfaantnya 

dengan menjaga keamanan benda tersebut dan 

memutuskan kepemilikan barang tersebut dari 

pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan”.
72

  

Kemudian Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh 

Umairah mendefinisikan wakaf dengan “menahan 

harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga 

keutuhan harta tersebut. Dengan memutuskan 

kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk 

hal yang dibolehkan”.
73

 Dari berbagai pendapat 

tentang definisi wakaf di atas menurut Muhammad 

Abid Abdullah Al-kabisi yang mengasumsikan 

bahwa titik persamaan dari masing-masing definisi 

tersebut adalah definisi Syaikh Al-Qulyubi yang 

mengatakan bahwa wakaf adalah “Habsul mali 

yumkinu al-intifa`u bihi ma`a baqa i ainihi `ala 

mashrafin mubahin” (menahan harta yang bisa 

diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya 

untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan).
74

 

Kemudian menurut Madzhab Malikiyah bahwa 

wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan 

dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut 
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mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat 

melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut 

kepada yang lain dan wakif berkewajiban 

menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh 

menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif 

menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh 

mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di 

milikinya itu berbentuk upah atau menjadikan 

hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan 

uang.
75

 

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz 

wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan 

pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan 

benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi 

membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan 

kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara 

wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. 

Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, 

dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf 

kekal (selamanya).
76

 

Berbeda lagi dalam mendefinisikan wakaf, Imam 

Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf adalah menahan 

suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si 

wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya 

untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka 

pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, 
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bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia 

boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut 

menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang 

timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan 

manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan 

wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas 

suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, 

dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu 

pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan 

datang".
77

 

Sedangkan menurut kalangan Madzhab 

Hanabilah mengatakan bahwa wakaf terjadi karena 

dua hal, yaitu: Pertama, karena kebiasaan, bahwa dia 

itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti 

seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan 

orang shalat didalamnya. Secara spontanitas bahwa ia 

telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan 

(Urf‟). Kedua, dengan lisan, baik dengan jelas atau 

tidak. Atau ia memakai kata-kata habastu, wakaftu, 

sabaltu, dan tasadaqtu. Bila menggunakan kalimat 

seperti ini, maka ia harus mengiringinya dengan niat 

wakaf.
78

 

Sementara di Indonesia, definisi wakaf meliputi :  

1. PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan 

tanah milik Pasal 1  
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“wakaf ialah perbuatan hukum seseorang 

atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang 

berupa tanah milik dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya untuk kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran agama islam”
79

  

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 

menyebutkan :  

“Perbuatan hukum seseorang atau 

kelompok orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari benda miliknya 

melembagakannya untuk selama-lamanya 

guna kepentingan ibadah atau keperluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”
80

 

3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 

Ayat 1 menyebutkan : 

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan guna keperluan ibadah dan atau 

kesejahteraan umum menurut syariah”.
81

 

Definisi wakaf di Indonesia pada mulanya hanya 

terbatas pada objek wakaf tidak bergerak seperti 
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yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, 

kemudian terbit Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Komplasi Hukum Islam (KHI) didalam KHI ini 

sudah diperkenalkan kebolehan wakaf benda 

bergerak, namun belum diatur secara detail 

tatacaranya serta proses perwakafan objek wakaf 

benda bergerak. Berikutnya adalah ditetapkannya 

UU No. 41 Tahun 2004, didalamnya banyak terdapat 

aturan-aturan wakaf yang progresif dan signifikan 

yang tidak diatur dalam peraturan sebelumnya 

seperti adanya perluasan objek wakaf (Pasal 16), 

pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), 

pengaturan tentang nadzir (Pasal 9-14) dan 

aktualisasi ketentuan pidana yang memungkinkan 

adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana 

perwakafan (Pasal 67). 

Dari paparan diatas maka dapat diambil 

pengeertian bahwa:  

1. Harta wakaf lepas dari hak milik wakif 

terkecuali menurut pendapat Hanafiah, 

Malikiyah, dan hukum positif di 

Indonesia. 

2. Harta wakaf haruslah kekal, kecuali 

pendapat Malikiyah. 

3. Yang dishodaqohkan adalah manfaatnya. 

 

b. Dasar hukum wakaf 

Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berbicara 

tentang wakaf secara tegas dan spesifik. Namun, 

perwakafan dapat diketahui secara implisit dalam Al-
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Quran, selain dalam Hadits terdapat beberapa 

nomenklatur.
82

 Diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Al-Quran. 

QS. Ali Imran 92 
َ بِوِۦ علَِيٌ  للََّّ

 
نَّ ٱ

ّ
ءٍ فاَ بُّونَ ۚ وَمَا ثنُفِقُوا۟ مِن شََْ ا تُُِ ٰ ثنُفِقُوا۟ مِمَّ مبَِِّْ حَتََّّ

 
 منَ ثنَاَموُا۟ ٱ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai 

kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan sehahagian harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 

nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya”. 

Menurut Abdul Baqi, ayat ini berkaitan 

dengan perbuatan wakaf yang berdasarkan  

motivsi yang tegas untuk menafkahkan harta 

di jalan Allah. Harta ini sebagai sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dan 

memperoleh pahala.
83

 

QS. Al Hajj 77 

َّكُُْ ثفُْلِحُو مخَْيَْْ معََل
 
فْعَلوُا۟ ٱ

 
َّكُُْ وَٱ عْبُدُوا۟ رَب

 
دُوا۟ وَٱ سُْْ

 
رْكَعُوا۟ وَٱ

 
ينَ ءَامَنوُا۟ ٱ ِ لََّّ

 
اَ ٱ أٓيَُُّّ نَ ۩يَ    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 

Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya 

kamu mendapat kemenangan”.  

 Taqiyudin ad-Dimasyqi menafsirkan 

perintah untuk berbuat baik (al-khair) dalam 
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ayat di atas adalah perintah untuk melakukan 

wakaf. Penafsiran tersebut sangat cocok 

apabila dihubungkan dengan firman Allah 

QS. Al-Baqarah ayat 180. Dalam ayat 

tersebut, kata al-khair diartikan dengan harta 

benda. Perintah al-khair adalah melakukan 

ibadah yang berbentuk harta 

(ibadahmaliyah).
84

 

QS. Al Baqarah 261 

ناَبِلَ فِِ كُُِّ سُنبُۢلٍَ  بْعَ س َ ِ كََثَلَِ حَبَّةٍ ٱَهبَۢتتَْ س َ للََّّ
 
ميَمُْ فِِ سَبِيلِ ٱ ينَ ينُفِقُونَ ٱمَْوَ  ِ لََّّ

 
ثلَُ ٱ  مَّ

سِعٌ علَِيٌ  ُ وَ  للََّّ
 
عِفُ مِمَن يشََاءُٓ ۗ وَٱ ُ يضَُ   للََّّ

 
ا۟ئةَُ حَبَّةٍ ۗ وَٱ  مِّ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang 

dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap 

bulir seratus biji. Allah melipat gandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. 

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 

Maha Mengetahui”. 

Ayat ini mengandung pengertian untuk 

mewakafkan harta dijalan Allah SWT. 

Dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk 

melakukan wakaf, karena wakaf berarti 

menyedekahkan hasilnya dan menahan 

modalnya. Sementara aspek istidlal dari ayat 

tersebut adalah amwalihim yang bersifat 
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umum, meliputi sedekah wajib (zakat) dan 

sedekah sunnah (wakaf) karena isim jama‟ 

disandarkan pada isim dlamir.
85

 

QS. Al Baqarah 267 

ينَ ءَامَنوُٓا۟ ٱَهفِقُوا۟ مِن ظَيِّ  ِ لََّّ
 
اَ ٱ أٓيَُُّّ مُوا۟ يَ   لَْْرْضِ ۖ وَلًَ ثيََمَّ

 
نَ ٱ آ ٱَخْرَجْناَ مكَُُ مِّ تِ مَا كَسَبتُُْْ وَمِمَّ بَ  

َ غنٌَِِّ حَِ  للََّّ
 
علْمَُوٓا۟ ٱَنَّ ٱ

 
ٓ ٱَن ثغُْمِضُوا۟ فِيوِ ۚ وَٱ لًَّ

ّ
تُُ بِـاَخِذِيوِ ا يدٌ ٱ مخَْبِيثَ مِنوُْ ثنُفِقُونَ وَمسَ ْ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih 

yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji”. 

Adapun aspek istidlal ayat tersebut ialah 

“ma” dalam ayat  َُُآ ٱَخْرَجْناَ مك بَ  تِ  وَمِمَّ كَسَبتُُْْ  مَا ظَيِّ   

mengandung makna umum yang meliputi 

sedekah baik sedekah  wajib(zakat) maupun 

sunnah (wakaf), karena wakaf termasuk 

pengertian membelanjakan harta di jalan 

Allah.
86
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QS. Ali Imran 115 

ممُْتَّقِيَ 
 
ُ علَِيٌۢ بِأ للََّّ

 
 وَمَا يفَْعَلوُا۟ مِنْ خَيٍْْ فلَنَ يكُْفَرُوهُ ۗ وَٱ

Artinya: “Dan apa saja kebajikan yang 

mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka 

tidak dihalangi (menenerima pahala)nya; 

dan Allah Maha Mengetahui orang-orang 

yang bertakwa”. 

Aspek istidlal dari ayat tersebut di atas, 

termasuk lafaz „am. Ayat itu mengandung 

pengertian sedekah wajib (zakat) dan 

sedekah sunnah (wakaf). Sedangkan 

pengertian “al-khair” adalah kebaikan 

berupa sedekah, baik sedekah yang bersifat 

sementara manfaatnya maupun bersifat 

selama-lamanya manfaatnya (wakaf).
87

 

2. Hadits 

Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu 

Hurairah, dia berkata bahwa Nabi Saw 

bersabda; 

ا بث   إذِ  ٌُ  ي  ب َْس  َْق ط ع   الِْْ ُُّْ  ا هُُّ  ع   ً ٍْ  إلِاَّ  ع  ث ت   يِ ٍْ  إلِاَّ : ث لَ   يِ

ق ت   د  برِٚ ت ، ص  ْٔ  ج  ُْت ف عُ  عِهْى   أ  ُٚ ،ِّ ْٔ  بِ ن د   أ  بنحِ   ٔ  ُ  ٚ دْعُٕ ص  نّ   

 

Artinya: “Jika manusia meninggal, maka 

amalnya terputus darinya kecuali dari tiga 

hal; dari sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat, atau anak saleh yang 

mendoakannya”. 
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Sebagian ulama menerjemahkan sedekah 

jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah 

jariyah lain tidak ada yang tetap mengalir 

namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. 

Begitu juga pendapat Imam Muhammad Al-

Kahlani, hadis tersebut dikemukakan di 

dalam bab wakaf, karena para ulama 

menafsirkan sedekah dengan wakaf.
88

 

Dalam hadits lain diceritakan, bahwa 

Umar ibnu Khatab mewakafkan tanahnya 

yang berada di Khaibar. Ini dipandang 

sebagai salah satu bentuk pensyariatan 

wakaf.
89

 
تأَمِِرُهُ فِيهاَ فقَاَلَ يََ رَسُ  َ يسَ ْ ُ علَيَْوِ وَسَلََّّ ِ ٱَصَابَ عَُُرُ ٱَرْضًا بَِِيْبََِ فأَتَََ امنَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ولَ اللََّّ

نِّّ ٱَصَبتُْ ٱَرْضًا بَِِيْ 
ّ
نْ ا

ّ
بََِ ممَْ ٱُصِبْ مَالًً قطَُّ ىُوَ ٱَهفَْسُ عِنْدِي مِنوُْ فمََا ثأَمُِرُنِّ بِوِ قاَلَ ا

َّوُ لًَ يبَُاعُ ٱَصْليُاَ وَلًَ يبُتْاَعُ وَ  رُ ٱَه قَ بِِاَ عَُُ قْتَ بِِاَ قاَلَ فتَصََدَّ لًَ شِئتَْ حَبسَْتَ ٱصَْليَاَ وَثصََدَّ

ِ يوُرَثُ وَلًَ يوُىَبُ قاَلَ فتَصََ  رُ فِِ امفُْقَرَاءِ وَفِِ امقُْرْبََ وَفِِ امرّقِاَبِ وَفِِ سَبِيلِ اللََّّ قَ عَُُ دَّ

يْفِ لًَ جُناَحَ علَََّ مَنْ وَلِيَهاَ ٱَنْ يأَكَُُِ مِنْْاَ بِِممَْعْرُوفِ ٱوَْ يعُْعِمَ صَدِيقاً  بِيلِ وَامضَّ وَابنِْ امسَّ

لٍ فِيوِ   غيََْْ مُتمََوِّ

Artinya: Umar mendapatkan bagian 

tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia 

datang kepada Nabi Saw dan meminta saran 

mengenai bagian tersebut. Dia berkata; 

Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian 

tanah perkebunan di Khaibar, dan saya 

belum pernah mendapatkan harta yang 

sangat saya banggakan seperti kebun itu, 

maka apa yang anda perintahkan mengenai 
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kebun tersebut? Rasulullah Saw kemudian 

menjawab; Jika kamu mau, peliharalah 

pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya. Ibnu 

Umar berkata; Kemudian Umar 

menyedekahkan tanah tersebut, tidak dijual 

pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan 

tidak dihibahkan. Ibnu Umar melanjutkan; 

Umar menyedekahkan hasilnya kepada 

orang-orang fakir, karib kerabat, 

pemerdekaan budak, dana perjuangan di 

jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan 

untuk menjamu tamu. Dan dia juga 

membolehkan orang lain untuk mengolah 

kebun tersebut dan memakan dari hasil 

tanamannya dengan sepantasnya, atau 

memberi makan temannya dengan tidak 

menyimpannya.” 

 

 Memang sedikit sekali ayat Al-Quran 

dan Hadits yang menyinggung tentang 

wakaf. Namun demikian, terbukti sejak masa 

sahabat Nabi sampai sekarang konsep wakaf 

ini menjadi perhatian para ulama. Ketiadaan 

ayat Al-Quran yang secara rinci menjelaskan 

justru menjadi jalan para ulama untuk selalu 

mengembangkan konsep wakaf sesuai 

dengan perkembangan zaman. Misalnya, 

dengan tidak dibatasinya jenis benda wakaf 

oleh ayat atau hadits, maka ini menjadi lahan 
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ijtihad bagi para ulama untuk menetapkan 

benda-benda wakaf sesuai zamannya.
90

 

 Selain itu, menurut Abu Zahrah dalam 

Kitab al-muhadlaratfi al-waqf menjelaskan 

bahwa para sahabat telah mempraktikkan 

tindakan wakaf. Ini menunjukkan bahwa 

tindakan wakaf adalah merupakan tindakan 

hukum sukarela yang amat dianjurkan, 

sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah 

rezeki yang diterima seseorang, difungsikan 

untuk kepentingan sosial dan keagamaan.
91

 

3. Ijma  

Ijma ulama. Ulama telah sepakat tentang 

disyariatkan wakaf.
92

 

4. Undang-undang  

 Dalam Undang-Undang dan peraturan 

pemerintah juga di jelaskan  sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf 

 Menurut Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang wakaf, di dalam 

Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf 

adalah perbuatan hukum waqif untuk 

memisahkan dan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau jangka 

waktu tertentu sesuai dengan 
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kepentingannya guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah.
93

 

 Berdasarkan pengertian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah 

menahan harta baik secara abadi maupun 

sementara atau ada jangka waktunya. 

Menahan dalam hal ini, dimaksudkan 

untuk segala bentuk kegiatan yang 

bersifat pribadi, seperti menjual harta 

benda wakaf. Harta benda wakaf 

digunakan untuk keperluan sosial atau 

lingkupnya orang banyak sesuai dengan 

syari‟at. 

2) Undang-Undang Nomor 60 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok 

Pokok Agraria 

 Dalam Undang undang Nomor 

60 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 

menjelaskan terkait peraturan dasar 

pokok agrarian tentang pendaftaran 

tanah. Untuk menjamin kepastian hukum 

oleh pemerintah maka perlu diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan- 

ketentuan yang diatur dengan peraturan 

pemerintah yang berlaku.
94

 Didalam 

hukum agraria dijelaskan bahwa hak 

milik itu harus di daftarkan agar 
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mempunyai kekuatan hukum yang jelas 

sehinga meminimalisir terjadinya 

sengketa. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1977 Tentang Perwakafan 

Tanah  Milik 

 Peraturan pemerintah RI No.28 

Tahun 1977 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan 

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 

seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta 

kekayaannya yang berupa tanah milik 

dan melembagakannya untuk selama 

lamanya digunakan dalam kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum 

lainnya sesuai dengan ajaran agama 

Islam.
95

 

4) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 

 Dalam Peraturan Pemerintah ini 

merupakan tentang pelaksanaan UU 

No.41 Tahun 2004 bahwa wakaf itu 

memberikan manfaat yang sangat 

penting bagi masyarakat oleh karena itu 

juga harus mempunyai legalitas, sebab 

zaman sekarang wakaf merupakan hal 

yang sensitif apabila pelaksanaan 

prosesnya tidak sesuai dengan aturan 

Pemerintah. Sehingga ditakutkan terjadi 
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sengketa atau hal yang tidak diinginkan 

lainya.
96

 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2018 

 Dalam peraturan ini merupakan 

perubahan atas PP No.42 Tahun 2006 

yang mana dalam peraturan ini di 

jelaskan pendaftaran dan pensertifikatan 

tanah itu harus di lakukan guna 

keamanan tanah wakaf tersebut.
97

 

6) Kompilasi Hukum Islam 

 Dalam KHI juga dijelaskan 

tentang wakaf, di dalam Pasal 215 ayat 1 

menyebutkan bahwasannya wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau 

kelompok atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari benda 

miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan 

ibadah atau keperluan umum. 

 

c. Rukun dan syarat sahnya wakaf 

Jumhur ulama‟ sepakat untuk keabsahan dan 

kesempurnaan pelaksanaan perwakafan harus 

memenuhi rukun dan syarat.
98

 

Rukun berasal dari bahasa arab yang berarti suatu 

pilar yang kuat dan agung. Sedangkan dalam 
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pandangan ulama fiqh, rukun adalah bagian dari 

suatu hakikat.
99

 

Dalam perspektif jumhur ulama, untuk adanya 

wakaf harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari 

wakaf tersebut, yaitu:  

1. Adanya al-wakif, yakni orang yang berwakaf 

(sebagai subjek wakaf), 

2. Adanya al-mauquf, yakni benda yang 

diwakafkan (sebagai objek wakaf), 

3. Adanya al-mauquf „alaih, yakni penerima 

benda wakaf untuk dikelola (al-nadzir), dan 

4. Adanya al-shighat yakni lafaz atau 

pernyataan penyerahan dari tangan wakif 

kepada pihak penerima/pengelola wakaf (al-

nadzir).
100

 

 

1). al-wakif, (orang yang berwakaf) 

Wakif adalah pemilik harta, yang 

mewakafkan hartanya.
101

 Karena wakaf 

merupakan perbuatan hukum dari suatu 

ibadah, maka pelakunya harus orang 

yang ahliyah al-tabarru‟. Yaitu orang 

yang cakap bertindak atas nama sendiri, 

tanpa ada paksaan dan tidak berada 

dibawah pengampuan (al-mahjur 
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„alaih).
102

 Pada hukum positif wakif 

diatur Pada Pasal 7, disebutkan bahwa 

wakif bisa berbentuk (a) perseorangan, 

(b) organisasi dan (c) kelompok. Syarat 

wakif perseorangan, organisasi dan 

badan hukum  terdapat pada UU No 41 

Tahun 2004 pasal 8 yaitu:  

a) Wakif perseorangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

hanya dapat melakukan wakaf 

apabila memenuhi persyaratan:  

a) Dewasa 

b) Berakal sehat 

c) Tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum  

d) Pemilik sah harta benda 

wakaf. 

b) Wakif organisasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

hanya dapat melakukan wakaf 

apabila memenuhi ketentuan 

organisasi untuk mewakafkan harta 

benda wakaf milik organisasi sesuai 

dengan anggaran dasar organisasi 

yang bersangkutan. 

c) Wakif badan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

hanya dapat melakukan. wakaf 

apabila memenuhi ketentuan badan 
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hukum untuk mewakafkan harta 

benda wakaf milik badan hukum 

sesuai dengan anggaran dasar badan 

hukum yang bersangkutan.
103

 

 

2). al-mauquf (benda yang diwakafkan) 

Barang atau benda yang diwakafkan 

dalam istilah fikih terkadang 

menggunakan istilah al-mauquf dan 

terkadang al-mauquf bih.
104

 Harta yang 

diwakafkan dipandang sah, bila harta 

tersebut memenuhi lima syarat yaitu:  

a) Harta itu bernilai,  

b) Harta itu berupa benda tidak 

bergerak („uqar)/ benda bergerak 

(manqul), 

c) Harta itu diketahui kadar dan 

batasnya, 

d) Harta itu milik wakif, 

e) Harta itu terpisah dari harta 

perkongsian atau milik bersama.
105

 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 

(5) dijelaskan bahwa harta benda wakaf 

adalah harta benda yang memiliki daya 

tahan lama dan/atau manfaat jangka 
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panjang serta mempunyai nilai ekonomis 

menurut syari‟ah yang diwakafkan 

Wakif.
106

 Di samping itu Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 

ayat (3) jo PP No 42 Tahun 2006 Pasal 

17 ayat (3) menyatakan bahwa benda 

wakaf harus bebas dari segala 

pembebanan, ikatan, sitaan dan 

sengketa.
107

  

Ketentuan syarat benda wakaf harus 

bebas dari masalah dimaksudkan agar 

dalam pengelolaan wakaf bisa lebih 

terfokus, tidak terbelit kasus, yang pada 

akhirnya benda wakaf dapat dikelola 

secara produktif.
108

 Berkaitan denga 

harta benda wakaf, Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 telah 

memperluas cakupan objek wakaf. 

Bukan hanya terbatas berupa benda tidak 

bergerak, sebagaimana dianut oleh 

sebagian pendapat fikih, melainkan juga 

memperbolehkan wakaf benda 

bergerak.
109

 Ayat (2) memberikan 

penegasan benda tidak bergerak benda 

tidak bergerak meliputi:  
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a) Hak atas tanah sesuai 

dengan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku baik yang sudah 

maupun yang belum 

terdaftar, 

b) Bangunan atau bagian 

bangunan yang berdiri di 

atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada huruf c, 

c) Tanaman dan benda lain 

yang berkaitan dengan 

tanah, 

d) Hak milik atas satuan rumah 

susun sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Dalam ayat (3) dijelaskan benda 

bergerak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b adalah harta benda 

benda yang tidak bias habis karena 

dikonsumsi, meliputi: 

a) Uang; 

b) Logam Mulia; 

c) Surat berharga; 

d) Kendaraan; 

e) Hak atas kekayaan 

Intelektual; 

f) Hak sewa; dan 
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g) Benda bergerak lain sesuai 

dengan ketentuan syari‟ah 

dan peraturan perundang-

undangan.
110

 

 

3) al-mauquf „alaih, (yakni penerima 

benda wakaf untuk dikelola) 

Ulama‟ ittifaq bahwa wakaf adalah 

salah satu bentuk ibadah yang bertujuan 

untuk mendekatkan diri kepada Allah 

(taqarrub ilallah). Karena itu yang 

menjadi tujuan wakaf adalah segala 

amal kebajikan yang termasuk dalam 

kategori qurbah kepada Allah. 

 Implemantasi qurbah kepada Allah 

diwujudkan dengan mentashorufkan 

hasil pengelolaan wakaf untuk mauquf 

„alaih yang sesuai dengan ketentuan 

syari‟at seperti untuk kaum miskin, 

ulama‟, keluarga dekat dan kepentingan 

umum.
111

 Yang utama adalah bahwa 

wakaf itu diperuntukkan pada 

kepentingan umum.
112

 

Dalam Undang-undang No 41 Tahun 

2004 pengaturan tentang peruntukan 
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benda wakaf diatur dalam pasal 22 dan 

23 yang berbunyi:  

Pasal 22 

“Dalam rangka mencapai tujuan dan 

fungsi wakaf harta benda wakaf hanya 

dapat diperuntukan bagi: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta 

kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin anak 

terlantar, yatim piatu, bea siswa; 

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi 

umat; dan/atau 

e. kemajuan kesejahteraan umum 

lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 23 

(1) Penetapan peruntukan harta benda 

wakaf sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 dilakukan oleh 

Wakif pada pelaksanaan ikrar 

wakaf . 

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan 

peruntukan harta benda wakaf 

Nazhir dapat menetapkan 

peruntukan harta benda wakaf 

yang dilakukan sesuai dengan 

tujuan dan fungsi wakaf”.
113
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Dalam Pasal 23 ayat (1) penetapan 

peruntukan harta benda wakaf 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

dilakukan oleh wakif pada saat 

pengucapan ikrar wakaf. Pasal ini 

menegaskan bahwa tujuan wakaf 

sebagaimana tercantum dalam pasal 22 

diucapkan oleh wakif pada saat ia 

mengucapkan ikrar wakaf. Namun 

apabila wakif tidak menentukan 

peruntukan harta benda wakaf (mauquf 

„alaihnya), maka menurut pasal 23 ayat 

(2) nadzir dapat menetapkan 

peruntukkan harta benda wakaf yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan dan 

fungsi wakaf.
114

 

Wakaf yang tidak dibatasi secara 

spesifik peruntukannya saat ini secara 

perlahan mulai dikenal publik, bahkan 

kebijakan perwakafan di Indonesia 

sendiri diarahkan pada aspek 

pengembangan paradigma baru yang 

bertujuan untuk memajukan 

pengelolaan wakaf. Pengembanga  

paradigma itu antara lain mewacanakan 

bahwa, ikrar yang diucapkan wakif 

diarahkan pada bentuk ikrar wakaf 

secara umum tanpa penyebutan syarat 

bersifat khusus. Hal ini telah 
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dipraktekkan di Pesantren Gontor, di 

mana nadzir tidak mau menerima wakaf 

dengan penyebutan peruntukan wakaf 

secara khusus. Penolakan ini 

dikarenakan penyebutan peruntukan 

wakaf oleh wakif, akan memberatkan 

nadzir dalam memaksimalkan 

pemberdayaan wakaf.
115

  

Dalam memaksimalkan 

pemberdayaan wakaf tentunya nadzir 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:  

a) Mempunyai kecakapan dalam 

melakukan perbuatan hukum, 

mukallaf, sehingga ia bisa 

mengelola wakaf dengan baik 

b) Memiliki kreatifitas (dzu ra‟y). 

Ini  didasarkan pada tindakan 

„Umar ketika menunjuk Hafsah 

menjadi nadzir harta 

wakafnya. Ini karena Hafsah 

dianggap mempunyai 

kreatifitas tersebut.
116

 

Dalam Undang-undang No 41 Tahun 

2004 disebutkan pada Pasal 9 bahwa nadzir 
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meliputi: a) perorangan; b) organisasi; c) 

badan hukum.
117

 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebagai nadzir yang disebutkan pada Pasal 9 

dijelaskan pada Pasal 10 diantaranya:  

Pasal 10 

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat 

menjadi Nazhir apabila memenuhi 

persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani; 

dan 

f. tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum. 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat 

menjadi Nazhir apabila memenuhi 

persyaratan : 

a. pengurus organisasi yang 

bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1); dan 

b. organisasi yang bergerak di bidang 

sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau keagamaan Islam. 
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(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi 

Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

a. penguru badan hukum yang 

bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ); dan 

b. badan hukum Indonesia yang 

dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang.undangan yang berlaku; 

dan 

c. badan hukum yang bersangkutan 

bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, 

dan/atau keagamaan Islam”. 

 

Direktorat pemberdayaan wakaf Depag RI 

(sekarang Kemenag RI). Institusi tersebut 

menambahkan syarat bagi nadzir yaitu:  

1. Syarat Moral 

a. Paham akan hukum wakaf dan ZIS, 

baik secara syariat maupun UU 

b. Jujur, amanah dan adil 

c. Tahan akan godaan harta 

d. Memiliki kecerdasan emosional dan 

spiritual 

2. Syarat Manajemen 

a. Mempunyai kapasitas dan 

kapabilitas yang baik dalam 

leadership 

b. Memiliki visi yang jelas dalam 

memajukan wakaf 
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c. Memiliki jiwa sosial yang tinggi 

d. Profesional dalam bidang ekonomi 

3. Syarat Bisnis 

a. Mempunyai keinginan untuk 

mengelola wakaf 

b. Memiliki pengalaman atau siap 

belajar 

c. Tahu akan berbagai peluang usaha.  

 

Adanya penambahan syarat-syarat bagi 

nadzir diluar ketentuan yang ditetapkan 

peraturan perundang-undangan menunjukkan 

adanya kesamaan pandangan, bahwa seorang 

nadzir mesti memiliki kualifikasi khusus 

yang mendukung dalam melaksanakan 

tugas-tugas mengelola wakaf secara 

produktif.
118

 Di samping itu diharapkan juga 

perwakafan dapat dilakukan secara ideal, 

dalam upaya mewujudkan perwakafan 

menjadi salah satu pilar penegak ekonomi 

umat.
119

 

 

4) al-shighat, (pernyataan wakaf dari wakif) 

Ikarar wakaf adalah tindakan hukum yang 

bersifat deklaratif (sepihak),untuk itu tidak 

diperlukan adanya penerimaan (qabul) dari orang 

yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun 
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demikian, demi tertib hukum dan administrasi, 

guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, 

pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-

undangan yang secara organik mengatur 

perwakafan.
120

 

Syarat-syarat lafal wakaf:  

a. Pernyataan wakaf bersifat ta‟bid(untuk 

selama-lamanya) 

b. Pernyataan bersifat tanjiz (lafal jelas 

dan memunculkan akibat hukum 

wakaf) 

c. Pernyataan wakaf bersifat tegas (jazim) 

d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan 

syarat yang batal, yakni syarat yang 

meniadakan makna wakaf atau 

bertentangan dengan tabiat wakaf. 

e. Menyebutkan mauquf „alaih secara 

jelas dalam pernyataan wakaf 

f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan 

lafzh sharih (jelas), seperti wakaf atau 

dengan lafzh kinayah (sindiran) seperti 

shadaqah (yang diniatkan wakaf).
121

 

 

Di dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 

ikrar wakaf dijelaskan pada Pasal 17 -21 yang 

berbunyi:  

Pasal 17 
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(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif 

kepada Nadzir di hadapan PPAIW 

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang 

saksi. 

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dinyatakan secara lisan 

dan/atau tulisan serta dituangkan 

dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
122  

Pasal 18 

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan 

ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat 

hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf 

karena alasan yang dibenarkan oleh 

hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya 

dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 

(dua) orang saksi. 

Pasail 19 

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, 

wakif atau kuasanya menyerahkan surat 

dan/atau bukti kepemilikan atas harta 

benda wakaf kepada PPAIW. 

Pasal 20 

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi 

persyaratan: 

a. dewasa; 

b. beragama Islam; 

c. berakal sehat; 

d. tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum. 
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Pasal 21 

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta 

ikrar wakaf . 

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. nama dan identitas Wakif; 

b. nama dan identitas Nazhir; 

c. data dan keterangan harta benda 

wakaf; 

d. peruntukan harta benda wakaf; 

e. jangka waktu wakaf . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta 

ikrar wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.
123

 

 

E. Tata cara pelaksanaan dan pendaftaran wakaf 

Hal penting yang perlu diketahui dalam perwakafan 

adalah bagaimana praktek atau tata cara wakaf.
124

 secara 

eksplisit kitab-kitab fikih tidak menguraikan tata cara 

atau proses perwakafan dalam hukum islam, akan tetapi 

secara implisit kitab-kitab fikih telah menguraikannya 

secara detail, yaitu dengan dibahasnya syarat dan rukun 

wakaf. lain halnya dengan Peraturan Pemerintah No 28 

Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik dan 

Kompilasi Hukum Islam serta UU No 41 Tahun 2004 
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Tentang Perwakafan dan PP No 42 Tahun 2006 yang 

menguraikan secara detail.
125

  

Tata cara wakaf tanah yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan dimulai dari proses persiapan 

hingga pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara itu meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut:  

 

1. Calon wakif (perorangan, organisasi, atau badan 

hukum) yang akan mewakafkan tanah hak 

miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

untuk melaksanakan ikrar wakaf. (PP No 28 

Tahun 1977 Pasal 9 Ayat (1). 

Selanjutnya berdasar PP No 28 Tahun 1977 Pasal 

9 Ayat (5) calon wakif menyerahkan persyaratan-

persyaratan administratif berupa:  

a. Sertifikat tanah milik atau bukti 

kepemilikan tanah lainnya (ketitik, 

pethuk, girik) 

b. Surat keterangan dari kepala Desa atau 

Lurah. 

Surat ini berisi keterangan bahwa tanah 

yang akan diwakafkan betul-betul dapat 

dialihkan kepada pihak lain, karena tidak 

terikat oleh sitaan atau sengketa.  

c. Surat keterangan pendaftarakan tanah. 

Adalah surat pendaftaran tanah yang 

diatur dalam PP No 10 Tahun 1961. 
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d. Ijin Bupati atau Walikota cq. Kepala Sub 

Direktorat Agraria setempat. 

Ijin ini diperlukan untuk meengetahui 

sejauhmana keadaan tanah wakaf pada 

masa yang akan datang terkait tata kota 

atau master plan city. Tujuannya adalah 

semata-mata dimaksudkan agar 

pengelolaan tanah wakaf tidak terganggu 

oleh sengketa. 

 

2. Sebelum dilakukan ikrar wakaf, PPAIW 

melakukan pemeriksaan yang meliputi:  

a. Maksud kehendak wakif, apakah wakaf 

itu dilakukan tanpa adanya paksaan. 

b. Meneliti dokumen dan surat-surat, apakah 

sudah memenuhi untuk pelepasan hak 

atas tanah (untuk diwakafkan) 

c. Meneliti saksi-saksi yang diajukan calon 

wakif, apakah sudah memenuhi syarat  

d. Mengesahkan susunan nadzir. 

 

3. Langkah berikutnya dihadapan PPAIW dan dua 

orang saksi, wakif mengucapkan ikrar atau 

kehendak wakaf yang ditujukan kepada nadzir 

yang telah disahkan.  

Ikrar wakaf tersebut diucapkan secara 

lisan dengan jelas dan tegas dihadapan nadzir. 

Jika ternyata wakif tidak mampu mengucapkan 

kehendak secara lisan (karena tuna wicara), maka 

wakif dapat menyatakan secara isyarat, 

pengucapan ikrar wakaf mencakup:  

a. Identitas wakif 
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b. Pernyataan kehendak 

c. Identitas tannah yang diwakafkan 

d. Tujuan dan keinginginan  

e. Nadzir dan identitasnya 

f. Saksi-saksi. 

Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf telah 

ditentukan dalam peraturan Direktoral Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 

1978 No. Kep./D/75/78. Ikrar wakaf tersebut 

kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis 

(blangko ikrar wakaf bentuk W.1) 

 

4. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf/AIW 

(bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi 

materai, dan selambat-lambatnya satu bulan 

dibuat AIW harus telah dikirim dengan 

pengaturan pendistribusian sebagai berikut:  

a. Akta Ikrar Wakaf: 

1) Lembar pertama disimpan PPAIW 

2) Lembar kedua sebagai lampiran surat 

permohonan pendaftaran tanah wakaf 

ke kantor Subdit Agraria setempat 

(W.7) 

b. Salinan Akta Ikrar Wakaf:  

1) 1 Lembar pertama untuk wakif 

2) Lembar kedua untuk Nadzir 

3) Lembar ketiga untuk Kemenag 

Kabupaten atau Kota  

4) Lembar keempat untuk Kepala Desa 

setempat.  

Selanjutnya PPAIW mencatat dalam Daftar 

Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.4) dan 
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myimpan bersama AIW secara baik. Adapun isi 

Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikit memuat: 

- Nama dan identitas wakif 

- Nama dan identitas nadzir 

- Data dan keterangan harta benda wakaf 

- Peruntukan harta benda wakaf  

- Jangka waktu wakaf.
126

 

 

F. Tinjauan Umum Tentang Setifikasi Wakaf 

Secara alamiah manusia selalu berhubungan dengan 

tanah, karena oleh manusia tanah dikatakan demikian 

karena tanah oleh manusia dijadikan sarana tempat 

tinggal maupun menjadi sumber untuk mencari nafkah 

untuk kelangsungan hidupnya.
127

 Sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah membawa 

akibat terhadap meningkatnya sengketa pertanahan. 

Sengketa tanah ini disebabkan karena adanya perbedaan 

nilai, kepentingan, pendapat, persepsi antara perorangan 

atau badan hukum mengenai status penguasaan, status 

kepemilikan dan status penggunaan atau pemanfaatan 

atas bidang tanah tertentu dan status tertentu.
128

  

Oleh karena itu hubungan penguasaan dan 

penggunaan tanah oleh manusia itu memerlukan suatu 

keadaan yang menunjukkan adanya jaminan dan 

kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sehingga dapat 

dihindari adanya sengketa tanah dikalangan masyarakat. 
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Dalam hal ini penyelenggara negara atau pemerintah 

melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka 

mewujudkan jaminan kepastian hukum dan sekaligus 

bagian dari upaya penataan kembali penguasaan dan 

pemilikan dan penggunaan tanah. 

 Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin 

kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

pemerintah.
129

 Melalui pendaftaran tanah diharapkan 

dengan mudah dibuktikannya hak atas tanah yang 

dikuasai pemegang hak yang bersangkutan, pendaftaran 

tanah ini akan berakibat diberikannya surat tanda bukti 

hak atas tanah yang dikenal dengan nama “sertifikat 

tanah”. Setifikat tanah yang diberikan kepada pemilik 

tanah ini berlaku sebagai alat bukti yang sah terhadap hak 

atas tanah yang dipegangnya.
130

  

 

1. Pengertian Sertifikasi Wakaf 

Lembaga wakaf sebenarnya telah dikenal sejak 

kedatangan agama Islam di Indonesia. Menurut Ten 

Har wakaf merupakan lembaga hukum islam yang 

diterima oleh masyarakat indonesia sebagai hukum 

adatnya, dimana pelaksanaannya tidak harus secara 

tertulis, karena pada waktu itu memang tidak 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

bahwa wakaf harus dilakukan secara tertulis, kecuali 

dilakukan secara lisan (ikrar bil lisan). Hal senada 

dikemukakan Abdurrahman yang mengatakan bahwa 
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sejak zaman dahulu persoalan tentang wakaf diatur 

dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis 

dengan memperoleh sumber dari hukum islam.
131

 

Sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, 

masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut 

masalah di bidang keagamaan islam belaka, namun 

kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas 

keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga 

keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah 

satu sarana guna pengembangan kehidupan 

beragama, khususnya bagi umat yang beragama 

islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual 

dan materil.
132

 

Untuk megoptimalisasi fungsi wakaf, dengan bi-

orientasi, yaitu sosial dan ekonomi, negara dan 

masyarakat perlu berperan serta. Partisipasi negara 

terutama berperan dalam penyediaan fasilitas 

(kemudahan) dan pengaturan wakaf yang 

memberikan dorongan dan motivasi untuk 

mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf.
133

 

Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis 

menyatakan bahwa masalah perwakafan tanah 

mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di 

bidang keagrarian/pertanahan di Indonesia.
134
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Dengan lahirnya UU No 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka 

eksistensi wakaf memiliki legitimasi yang kuat.
135

 

Sehingga diatur secara tersendiri dalam Pasal 49 ayat 

(3) UUPA, yang menyebutkan bahwa “Perwakafan 

tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”. Ketentuan ini memberikan tempat yang 

khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan 

dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam 

Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan 

bahwa : “Untuk menghilangkan keragu-raguan dan 

kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, 

bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan 

peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, 

dalam hukum agraria yang baru akan mendapat 

perhatian sebagaimana mestinya”.
136

 

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 

(UUPA) menyebutkan bahwa untuk menjamin 

kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan 

peraturan pemerintah.  

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk 

menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 
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masyarakat dan pemerintah.
137

 Melalui pendaftaran 

tanah diharapkan dengan mudah dibuktikannya hak 

atas tanah yang dikuasai pemegang hak yang 

bersangkutan, pendaftaran tanah ini akan berakibat 

diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang 

dikenal dengan nama “sertifikat tanah”.
138

  

Istilah “sertifikat” secara  etimologi berasal dari 

kata “certificat” (bahasa belanda) atau “certificate” 

(bahasa inggris) yang diartikan sebagai “tanda bukti 

atau surat keterangan yang membuktikan tentang 

sesuatu”.
139

 Jika diartikan sebagai Sertifikasi tanah 

wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah 

wakaf yang dikeluarkan oleh BPN setelah ada 

pengajuan mendaftarkan tanah wakaf dari nazhir.  

Sertifikat tanah wakaf adalah surat tanda bukti 

tanah wakaf. Hal ini dimulai dari penerbitan akta 

ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf), yakni KUA (Kantor Urusan Agama) 

yang berkedudukan sebagai Majlis Ulama 

Kecamatan. Setelah itu dilanjutkan pendaftaran tanah 

wakaf oleh nazhir. Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa 

pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 
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penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 

termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.
140

 

Kewajiban pendaftaran tanah milik diatur dalam 

PP No. 28 Tahun 1977, yang kemudian dijabarkan 

lebih lanjut dalam Permendagri No. 6 Tahun 1977 

Tentang Tata Cara Pendaftaran  Tanah Mengenai 

Perwakafan Tanah Milik.141 Lahirnya UU No 41 

Tahun 2004 Tentang wakaf  serta PP No 42 Tahun 

2006 tentang wakaf sebagai peraturan pelaksana 

ketentuan undang-undang beserta peraturan 

pelaksananya menegaskan bahwa wakaf tidak cukup 

hanya di ikrarkan saja namun harus didaftarkan pada 

kantor Agraria untuk mendapatkan bukti 

kepemilikan yang berkekuatan hukum tetap.  

Untuk menjalankan amanat Undang-undang No 

41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait dengan 

pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, 

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) 

Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu:  

a. Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap 

tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang 

                                                           
 

140
 Islamiyati,  “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”, 
Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 No. 1, Maret 2019, hlm. 

5-6 
 

141
 Nur Hidayati Setyani, Hukum Pertanahan di Indonesia, (Semarang 

: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 56 



 

90 

belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikasi 

terhadap tanah wakaf merupakan langkah 

pengamanan aset-aset wakaf di Indonesia 

secara hukum dari berbagai kepentingan di 

luar wakaf. 

b. Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh 

Indonesia melalui sistem komputerisasi. 

c. Melakukan pemetaan potensi yang dapat 

dikembangkan. 

d. Melakukan advokasi, perlindungan dan 

penyelesaian sengketa tanah wakaf terhadap 

pihak ketiga.
142

 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum harta wakaf sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 

tentang pendaftaran Tanah, Pemerintah dalam hal 

ini Kepala Kantor Urusan Agama Wajib 

mendaftarkan tanah wakaf. Semua tanah yang 

diwakafkan harus didaftarkan kepada kantor Sub. 

Direktorat Agraria kabupaten/kota madya 

setempat.
143

 Agar kedudukan harta wakaf yang 

menjadi milik Allah, tetap aman dan terlindungi 

secara hukum, seyogianya harta benda wakaf 

sesegera mungkin disertifikatkan.
144

 

 

2. Dasar hukum sertifikasi wakaf 
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Di Indonesia, wakaf telah berkembang sejak awal 

masuknya islam ke Nusantara. Akan tetapi, 

pengurusan dan pengelolaanya masih bersifat 

konfensional atau tradisional. Kondisi ini 

mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan harta 

wakaf bahkan cenderung kurang memperhatikan 

pengamanan benda wakaf tersebut.
145

 Oleh karena 

itu, persoalan mendasar yang perlu diselesaikan 

dalam rangka pemberdayaan harta benda wakaf 

adalah administrasi dan pendaftaran harta wakaf. hal 

ini dilakukan sebagai langkah awal untuk 

pengamanan harta benda wakaf sebagai salah satu 

aset umat islam.
146

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

sebagai lembaga keagamaan di Indonesia ikut andil 

dalam membangun kesadaran melalui Fatwa No 54 

Tahun 2014 tentang Status Tanah Yang Di Atasnya 

Ada Bangunan Masjid bahwa harta wakaf harus 

dijaga dan dilestarikan agar harta wakaf tersebut 

tidak menimbulkan permasalahan ditengah 

Masyarakat.  

Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang 

sangat penting dalam system hukum tanah di 

Indonesia, karena pendaftaran tanah merupakan 

perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh 

pemegang hak atas tanah agar memperoleh bukti 
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kepemilikan hak atas tanahnya.
147

 Berikut adalah 

dasar hukum sertifikasi wakaf : 

a. Undang-undang No 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria. 

b. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik. 

c. Peraturan Mentri Agama No 1 Tahun 

1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No 

28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah milik. 

d. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam No Kep/D/75/78 

tanggal 18 april 1978. 

e. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 6 

Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran 

Tanah Mengenai Perwakafan Tanah 

Milik. 

f. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1977 

tentang Pendaftaran Tanah. 

g. Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala 

BPN No 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan pemerintah No 24 

Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah. 

h. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. 

i. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 

41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
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j. Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No 1 Tahun 2005 Tentang 

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan 

pelayanan Di Lingkungan Pertanahan 

Nasional. 

k. Peraturan Kepala BPN RI No 6 Tahun 

2008 Penyederhanaan Dan Percepatan 

Standar Prosedur Operasi Pengaturan 

Dan pelayanan Pertanahan Tertentu.
148

 

 

Semua peraturan tersebut dibuat adalah untuk 

menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di 

Indonesia. Dengan adanya peraturan dan perundang-

undangan yang sudah memadai, diharapkan 

perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan dapat 

berkembang dengan maksimal sehingga harta benda 

wakaf dapar membantu meningkatkan kesejahteraan 

umat.
149

 

 

3. Akibat Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf 

Akibat hukum dari pendaftaran tanah adalah 

diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang 

lazim disebut dengan sertifikat. Sertifikat sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 20 PP No. 24 Tahun 

1997 adalah “surat tanda bukti hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Undang 

Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 
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susun, dan hak tanggungannya masing-masing sudah 

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. 

Adapun tujuan dari pensertifikatan tanah sendiri lebih 

spesifik adalah untuk memperoleh pembuktian yang 

kuat atau otentik banda wakaf. Setelah sertifikat tanah 

terbit, maka kepemilikan tanah wakaf beralih dari 

milik wakif menjadi milik umat, dan yang 

bertanggung jawab tentang penggunaan harta wakaf 

adalahnazhir.
150
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Profil Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo 

1. Sejarah Berdirinya Desa Tambi 

  Desa Tambi berasal dari bahasa arab Tambihun yang 

artinya pepiling (peringatan), dahulu kondisi tempat 

pemukiman selalu berpindah-pindah dikarenakan 

musibah longsor dan pagebluk. 

  Dahulu awal mula Desa Tambi berasal dari nenek 

moyang bernama Mbah Bawak yang bermukim di 

Siwaru (Selatan Desa Tambi Sekarang) sekitar tahun 

1700an. Disebut Siwaru karena terdapat pohon waru 

yang lebat dan besar. Saat itu terjadi letusan Gunung 

Sindoro yang meluluh lantahkan daerah sekitar 

sehingga Mbah Bawak menyelamatkan diri ke Klakah 

yang sekarang adalah nama lahan pertanian di barat 

Desa Tambi. Setelah menempati beberapa tahun terjadi 

pagebluk yang memaksa Mbah Bawak untuk pindah ke 

timur laut tepatnya di Lereng Gunung Sitlerep (Utara 

Desa Tambi sekarang) atau lebih dikenal dengan 

Tempurung. Asal nama tempurung adalah pada saat itu 

kondisi wilayahnya masih hutan yang membentuk 

seperti tempurung kelapa. 

  Sekitar tahun 1780 datanglah seorang tumenggung 

utusan dari mataram bernama Kyai Jabal Sidiq yang 

mempunyai gelar Raden Sumo Gidoyo yang 

mempunyai kesaktian ilmu Sirep (Ajian Begonondo) 

sehingga diberi julukan Ki Jogo Rekso Kadekdayan 

masyarakat banyak mengenal dengan nama Mbah Jogo 

atau Tumenggung Tempurung bersama Syeh Abdullah 

dengan julukan Kyai Sampar Angin dimana beliau 

berdua sebelumnya adalah orang yang berjuang 



 

96 

menyebarkan ajaran Islam di daerah Demak, Solo, dan 

Yogyakarta namun pada saat itu ditengah-tengah 

perjuangannya beliau mengalami kendala goncangan 

penjajah Belanda sehingga hijrah ke daerah Wonosobo. 

 Kyai Jabal Sidiq menempati Tempurung dan Syeh 

Abdullah menempati Siwaru. Pada masa tersebut 

Tempurung dan Siweru juga menjadi jajahan Belanda. 

 Setelah sesampainya di Temprung dan Siweru Kyai 

Jabal Sidiq dan Syeh Abdullah mulai menyebarkan 

ajaran Islam. Pengikutnya pun cukup banyak sehingga 

setelah beberapa waktu Kyai Jabal Sidiq dan Syeh 

Abdullah beserta jamaahnya mendirikan sebuah 

bangunan di daerah Tempurung yang digunakan untuk 

melakukan ibadah dan bermusyawarah. Di daerah 

Tempurung tidak sulit mencari air untuk keperluan 

ibadah dan kebutuhan sehari – hari. Terdapat mata air 

yang melimpah yang dikenal dengan nama Curuk 

Tempurung, letaknya di Timur Tempurung yang sampai 

saat ini debit airnya masih melimpah dan digunakan 

untuk kebutuhan pertanian. 

  Selang beberapa lama Tempurung mengalami 

musibah. Curuk Tempurung yang menjadi sumber mata 

air njebluk (meletus) dan mengarah ke pemukiman 

sehingga banyak penduduk yang meninggal dunia 

sehingga masyarakat khawatir terjadi hal serupa. 

Sehingga bermusywarahlah Kyai Jabal Sidiq dan Mbah 

Bawak yang memutuskan untuk pindah ke lokasi yang 

lebih aman yaitu ke Pomahan, Sebelah selatan 

Tempurung. Akan tetapi, selang beberapa lama 

Pohaman mengalami longsor hebat. 

  Setelah kejadian longsor di Pomahan mucul inisiatif 

dari Kyai Jabal Sidiq, Syeh Abdullah dan Mbah bawak 

untuk pindah ke tempat yang aman dari pagebluk 

longsor dan jebluk/ longsor besar. Lalu dilakukan 

musyawarah ketiga orang tersebut bersama warga yang 

mumutuskan pindah ke lokasi yang saat ini menjadi 
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Desa Tambi. Saat itu untuk memberi peringatan atau 

Pepeling Kepada masayarakat Syeh Abdullah 

mengusulkan nama Tambihun sebagai nama daerah 

yang akan mereka tempati. Tambihun berasal dari 

bahasa arab yang artinya Peringatan atau Pepiling. 

Disepakati nama tersebut dikarenakan masyarakat pada 

saat itu sulit mungucapkan Tambihun maka lebih 

terbiasa denga nama Tambi dan saat ini dikenal dengan 

Desa Tambi. 

  Saat ini petilasan ketiga Tokoh tersebut masih 

terjaga. Makam Mbah Bawak terletak di pemakaman 

umum Desa Tambi, makam Syeh Abdullah berada di 

siwaru dan makam Kyai Jabal Sidik berada di 

Tempurung.
151

 

2. Letak geografis 

 Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kondisi untuk 

menggambarkan Desa Tambi sebagai lokasi dari 

penulisan ini. Kelurahan Desa Tambi ini masuk 

kedalam wilayah administratif pemerintahan Kecamatan 

Kejajar. Kelurahan Desa Tambi adalah kelurahan secara 

geografis terletak dibagian selatan kecamatan Kejajar 

dan berjarak 14 KM dari Ibukota Kabupaten Wonosobo. 

Desa Tambi berada di ketinggian 1.400 mdpl dikelilingi 

oleh Gunung Setlerep di utara dan Gunung Sidoro Di 

Timur sehingga suhu relatif dingin.  

 Desa Tambi juga merupakan salah satu dari 15 desa di 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Desa Tambi 

terdiri dari 3 dusun, 10 Rukun Warga (RW) dan 31 

Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 411,06 Ha. 

Adapun batas administratif Desa Tambi adalah sebagai 

berikut:
 

a) Sebelah utara berebatasan dengan Desa Kejajar 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buntu 
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c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sigedang 

d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kreo 

 DI Desa Tambi terdapat perkebun Teh milik PT. Tambi 

sehingga ada beberapa objek wisata disekitar 

perkebunan teh tersebut, diantaranya adalah Patean, 

Kebun Sikatok dan lembah siaktok. Bukan hanya itu di 

sektor UMKM Tambi juga mengembangkan kopi khas 

Tambi serta penghasil teh utama bila pemerintah dapat 

memaksimalkan UMKM yang berada pada Desa Tambi. 

 

3. Kondisi Demografis 

 Pada bagian ini penulis akan menjelaskan 

mengenai jumlah penduduk berdasarkan status 

pernikahan, jumlah penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan usia, serta 

jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Data-

data ini disusun berdasarkan dengan data yang diperoleh 

dilapangan, berikut adalah penjelasan data mengenai 

data-data tersebut: 

a. Jumlah penduduk berdasarkan status pernikahan 

 Berdasarkan data rekaptulasi tahun 2019. Jumlah 

penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar 

tercatat 6.340 orang. Dengan rincian jumlah laki-

laki sebanyak 3.290 orang dan perempuan 

sebanyak 3.050 orang, dari jumlah Kepala 

Keluarga (KK) 

b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

 Pendidikan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi dari terjadinya praktik pernikahan 

usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar. 

Berikut adalah tabel jumlah penduduk Desa 
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Tambi Kecamatan Kejajar dilihat dari tingkat 

pendidikannya: 

Tabel. 2 

NO Tingkat Pendidikan 

Laki-

Laki Perempuan Jumlah  

1 

Tidak/belum 

sekolah 753 707 1460 

2 SD/Sederajat 253 235 488 

3 Tamat SD/Sederajat 1581 1475 3056 

4 

Tamat 

SMP/sederajat 415 372 787 

5 

Tamat 

SMA/sederjat 247 208 455 

6 Tamat D2/sederajat 4 5 9 

7 Tamat D3/sederajat 14 15 29 

8 Tamat S1/sederajat 22 31 54 

9 Tamat S2/sederajat 1 2 3 

Sumber: Data Desa Tambi Kecamatan Kejajar 2019 

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk 

dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah 

tamat SD/sederjat dengan jumlah 3056 jiwa 

dengan rincian laki-laki sebanyak 1581 jiwa dan 

perempuan sebanyak 1475 jiwa. Sedangkan pada 

tingkat SMP/sederajat 787   jiwa dengan rincian 

laki-laki sebanyak 415 jiwa dan perempuan 

sebanyak 372 jiwa. Pada tingkat SMA/ sederajat 

terdapat 455 jiwa dengan rincian laki-laki 247jiwa 

dan perempuan 208 jiwa. 

Jumlah paling sedikit pada tabel diatas adalah 

pada tingkat pendidikan Strata II, dimana jumlah 

penduduk yang telah melanjutkan studinya di 

tingkat Strata II ini hanya 3 jiwa dengan rincian 
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laki-laki sebnyak 1 jiwa dan perempuan sebanyak 

2jiwa. 

 

c. Jumlah penduduk berdasarkan usia 

Dari data kependudukan yang diperoleh 

penulis, terdapat data mengenai jumlah penduduk 

berdasarkan dengan tingkatan usia. Berikut ini 

adalah tabel yang menunjukan jumlah penduduk 

Desa Tambi Kecamatan Kejajar berdasarkan 

dengan usia.  

Tabel. 3  

No Kelompok Umur laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-5 291 258 549 

2 6-10 285 246 531 

3 11-15 240 236 476 

4 16-20 283 250 533 

5 21-25 259 257 516 

6 26-30 236 237 473 

7 31-35 247 224 471 

8 36-40 296 264 560 

9 41-45 247 249 496 

10 46-50 209 192 401 

11 51-55 195 178 373 

12 56-60 148 149 297 

13 61-65 120 105 225 

14 66-70 98 95 193 

15 71-75 62 45 107 

16 75 --- 74 65 139 

Jumlah 3290 3050 6340 

 Jumlah penduduk Desa Tambi Kecamatan 

Kejajar berdasarkan Usia 
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d. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar 

Masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar 

memiliki jenis mata pencaharian yang berbeda. 

Berikut inii adalah tabel yang menunjukkan jenis 

mata pencaharian masyarakat Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar. 

Tabel. 4 

No Jenis Pekerjaaan 

Laki-

laki Perempuan Jumlah 

1 Petani 801 537 1338 

2 Buruh tani 430 293 723 

3 Buruh migran 56 26 82 

4 Pegawai Negeri Sipil 18 16 34 

5 Pedagang Keliling 11 2 13 

6 

Pembantu rumah 

tangga 6 37 43 

7 Peternak 153   153 

Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar 

 

4. Kondisi Sosial Agama 
Dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat Desa 

Tambi Kecamatan Kejajar, sebagian besar masyarakat 

desa tambi adalah penganut agama Islam, dan sebagian 

kecil lainnya memiliki keyakinan atau agama yang 

berbeda. Hal tersebut dibuktikan dengan data sebagai 

berikut:  

 

No Agama Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Islam 3285 3046 6331 

2 Kristen 2 2 4 
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3 Katolik 3 2 5 

Jumlah 3290 3050 6340 

  

  Berdasarkan tabel diatas agama Islam menjadi 

agama yang paling banyak dianut oleh sebagian besar 

masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar yaitu 

dengan jumlah 6331 jiwa dengan rincian laki-laki 3285 

jiwa dan perempuan sebanyak 3046 jiwa. Terdapat juga 

sebagian kecil masyarakat yang menganut agama lain 

seperti Kristen sebanyak 4 jiwa, dan Katholik sebanyak 

5 jiwa.  

  Banyaknya masyarakat yang memeluk agama 

Islam juga dibuktikan dengan adanya berbagai kegiatan 

keagamaan. Baik itu yang dilakukan oleh dewasa 

maupun remaja yang dilakukan seminggu sekali, dua 

minggu sekali atau selapan dino(35 hari) sekali. Selain 

itu juga terdapat oganisasi keagamaan yang berada di 

bawah naungan Nahdlatul Ulama‟ (NU) seperti Ikatan 

Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar 

Perempuan Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gerakan 

Pemuda Ansor (GP Ansor), Fatayat NU, dan Muslimat 

NU.  

  Meskipun terdapat organisasi keagamaan di Desa 

Tambi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keseluruhan 

masyarakat muslim di Desa Tambi mengikuti organisasi 

keagamaan tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat 

keberagaman dikalangan masyarakat Desa Tambi. 

Perbedaan organisasi keagamaaan di Desa Tambi tidak 

menghambat dalam kerukunan sesama muslim bahkan 

dengan yang berbeda dengan keyakinan lain. 

5. Kondisi sosial budaya 

Kondisi sosial dalam kehidupan sehari-hari warga 

masyarakat Desa tambi sangat baik sekali, mereka 

saling mengenal walaupun tempat tinggal mereka tidak 
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berdekatan misalnya, berbeda RT atau bahkan mungkin 

berbeda dusun. Ketika terdapat warga yang sakit maka 

masyarakat berbondong-bondong untuk menjenguknya. 

Jika yang sakit tersebut dibawa ke Rumah Sakit yang 

notabenya jauh dari desa Tambi, maka masyarakat 

tidak segan untuk menjenguknya secara bersama-sama 

atau istilah yang ada di Desa Tambi adalah Nyalter. 

Begitu juga ketika ada kelahiran bayi, disini 

mengistilahkannya dengan Muyen/Bayen yang bisa 

diartikan dengan menjenguk bayi. Adalagi, ketika ada 

tetangga yang akan melaksungkan pernikahan sebagian 

masyarakat ada yng dimintai tolong untuk membantu, 

bahkan yang dimintakan tolongpun rela untuk tidak 

bekerja demi bisa membantu tetangganya tersebut, atau 

kegiatan ini bisa disebut dengan Sinoman/Nyinom.  

Selain masih terjaganya hubungan bersosial antar 

warganya, kondisi kebudayaan disini juga masih 

terjaga, misalnya saat acara sedekah bumi yang selalu 

dilakukan setiap tahun, acara ini dilakukan sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah 

memberikan hasil bumi yang melimpah dan juga 

keselamatan pada mereka, khususnya warga Desa 

Tambi. Tradisi perhelatan wayang kulit selalu menjadi 

syarat wajib yang harus dipenuhi dalam acara sedekah 

bumi di Desa Tambi hal tersebut sudah terjadi sejak 

jaman dahulu, selain wayang kulit perayaan sedekah 

bumi. juga seringkali dimeriahkan dengan pertunjukan 

seni seperti lenggeran (tarian khas Wonosobo), 

barongan, dan juga orkes dangdut atau campursari. 

Biasanya juga pemerintah Desa Tambi juga merayakan 

dengan mengadakan karnaval keliling desa, para 

pejabat desa mengenakan pakaian adat Jawa dan diring 
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mengelilingi desa, hal ini terlihat sangat ramai dan 

menghibur karena setiap RT juga ikut memeriahkan 

karnaval tersebut, dengan satu rombongan perwakilan 

dari setiap RT dan kesenian-kesenian yang ada di desa. 

B. Gambaran Umum Status Tanah Yang Diatasnya Ada 

Bangunan Masjid Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar  

Kabupaten Wonosobo. 

  Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo dibagi menjadi tiga wilayah Dusun yaitu Dusun 

Rejosari, Dusun Tambi dan Dusun Tegalrejo. Dari masing-

masing Dusun tersebut memiliki satu masjid yaitu Masjid 

At-Taufik yang berada di Dusun Rejosari, Masjid 

Ikhwanussurur di Dusun Tambi dan Masjid Baitul 

Mubarokah di Dusun Tegalrejo. Adapun gambaran 

mengenai sejarah berdirinya dan letak geografisnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Masjid At-Taufik Dusun Rejosari 

a. Sejarah berdirinya Masjid At-Taufik Dusun 

Rejosari 

Masjid At-Taufiq berdiri sejak tahun 1986. 

Berdirinya Masjid tersebut adalah inisiatif dari 

masyarakat Rejosari itu sendiri yang merasa 

kesulitan untuk melangsungkan ibadah sholat 

Jumat. Bahkan sebelum dibangun Masjid, warga 

masyarakat Rejosari melangsungkan ibadah 

sholat Jumat di Dusun lain yaitu di Masjid 

Ikhwanussurur Dusun Tambi yang jaraknya lebih 

dari 1 km. Sebenarnya sudah ada mushola 

namun, mushola tersebut terlalu sempit untuk 

menampung jamaah sholat Jumat yang banyak 

ditambah lagi dengan prasarana yang tidak 

memadai untuk melangsungkan ibadah sholat 

Jumat. Masjid ini dibangun dari hasil gotong 
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royong warga masyarakat Rejosari dengan 

pekerjaan borongan mencangkul lahan pertanian.  

Gotong royong tersebut dilakukan setiap hari 

sabtu dan selasa yang berlangsung selama 2 

tahun lamanya. Lalu upah dari pekerjaan tersebut 

dipergunakan  untuk membeli bahan material 

bangunan untuk kemudian dibangun sebuah 

Masjid.
152

 Pada awalnya Masjid tersebut adalah 

lahan kosong yang ditumbuhi tumbuhan bambu 

cendani yang sangat lebat dengan kontur tidak 

rata atau berbukit. Dengan keinginan yang kuat 

utnuk memiliki masjid, warga Masyarakat Dusun 

Rejosari dengan giat dan semangat untuk 

meratakan tanah tersebut walau hanya dengan 

menggunakan alat sederhana yaitu cangkul dan 

sekop.
153

  

b.  Letak Geografis 

Masjid At-Taufiq terletak di Jalan Dieng 

KM.14 RT 01/RW01 Dusun Rejosari Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan 

menempati area lahan seluas 280 m
2
 persegi 

dengan luas bangunan 110 m
2
. Masjid ini terletak 

persis disebelah Jl. Dieng. Adapun batasan-

batasannya adalah sebagai berikut ini : 

a) Sebelah Barat berbatasan dengan hutan 

bambu  

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan 

raya Dieng 

c) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah 

bapak kholis 

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan 

                                                           
 152 Wawancara, bapak Sanuri Pengurus Takmir Masjid At-taufiq 

tanggal 13 maret 2023 , pukul 17:25 WIB. 
 

153
 Wawancara, bapak Sanuri Pengurus Takmir Masjid At-taufiq 

tanggal 13 maret 2023 , pukul 17:25 WIB. 
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pangkalan ojek 

Masjid At-Taufiq terletak di Jalan Dieng KM. 

14 Dusun Rejosari Desa. Merupakan pusat dari 

aktifitas keagamaan Dusun Rejosari seperti 

sholat Jumat, semaan Al Quran, pengajian, 

Berzanji dsb. Masjid At-Taufiq ini lokasinya 

sangat strategis mengingat tempatnya yang 

langsung bersebelahan dengan Jalan Raya 

menuju objek wisata Dieng sehingga masjid ini 

sangat ramai pada saat hari libur karena biasanya 

dipergunakan untuk tempat istirahat dan sholat 

para wisatawan.  

2. Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi  

a. Sejarah berdirinya Masjid Ikhwanussurur Dusun 

Tambi  

   Masjid ini berdiri sekitar tahun 1970an, 

masjid ini bisa dikatakan masjid yang paling tua 

usianya di Desa Tambi, karena dengan melihat 

tahun berdirinya paling awal dibandingkan 

dengan Masjid At-Taufiq yang berdiri Tahun 

1986 dan Masjid Baitul Mubarokah yang berdiri 

pada tahun 1994. Dilihat juga dari tahun 

berdirinya Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi 

erat kaitannya dengan sejarah penyebaran Islam 

di Desa Tambi namun penulis menglami 

kesulitan dalam menggali informasi tersebut 

dikarenakan sulitnya menemukan narasumber 

yang benar-benar tau dan mengerti akan sejarah 

mengenai berdirinya masjid tersebut.  

b. Letak Geografis  

Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi terletak 

di Jalan Tambi RT 10/RW 02 atau tepatnya di 

tengan-tengah Dusun tersebut. Masjid ini 

menempati lahan seluas sekitar 250 m
2 

dengan 
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luas bangunan 200 m
2
. Adapun batasan-

batasannya adalah sebagai berikut ini : 

a) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah 

warga  

b) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah 

warga 

c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 

Tambi  

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan 

rumah warga 

Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan 

warga masyarakat Dusun Tambi misalnya Sholat 

Jumat, Nyadran, Santunan Anak Yatim, 

Pengajian Nadziran dan lain sebagainya.  

3. Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tegalrejo 

a. Sejarah berdirinya Masjid Baitul Mubarokah Dusun 

Tegalrejo 

   Latar belakang berdirinya masjid ini adalah 

karena bertambahnya jumlah penduduk di Dusun 

Tambi itu sendiri yang ketika pada saat itu tempat 

tinggal di sana sudah amat penuh sesak lalu 

kemudian banyak warga yang membuat rumah jauh 

dari Dusun Tambi itu sendiri. Lambat laun jumlah 

penduduk juga semakin banyak maka kebutuhan 

akan sarana tempat ibadah khususnya masjid 

menguat. Masjid Baitul Mubarokah sendiri berdiri 

pada tahun 1994 lalu dilakukan renovasi pada tahun 

2017 untuk menunjang kenyamanan jamaah.
154

 

b. Letak Geografis 

                                                           
 

154
 Wawancara, bapak Suyono selaku Pengurus Takmir Masjid 

Baitul Mubarokah tanggal 28 april 2023 , pukul 13:25 WIB. 
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Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tegalrejo 

terletak di Jalan Gunung Alang RT 30/RW 03 

atau tepatnya di bagian ujung Timur Dusun 

tersebut. Masjid ini menempati lahan seluas 400 

m
2 

dengan luas bangunan 200 m
2
. Adapun 

batasan-batasannya adalah sebagai berikut ini : 

a) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah 

warga  

b) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah 

warga 

c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 

Gunung Alang 

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan 

rumah warga 

Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan 

warga masyarakat Dusun Tambi misalnya 

Nyadran, Santunan Anak Yatim, Pengajian 

Nadziran dan lain sebagainya.  

C. Implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang 

Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid 

di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo.  

 Islam, sebagai ajaran, merupakan fenomena 

historis/deskriptif. Perwujudan Islam dalam tataran 

deskriptif itu dapat dilihat pada masyarakat muslim, tokoh 

muslim, organisasi keagamaan dan bentuk fisik bangunan. 

Kajian terhadap fenomena historis/deskriptif islam menarik 

minat para akademisi karena fenomena historis islam 

menggambarkan dinamika dan persentuhan Islam dengan 

berbagai budaya masyarakat penganutnya. Satu perwujudan 

historis/deskriptif islam adalah masjid, bisa menunjukkan 

keterkaitan erat antara ajaran agama, struktur sosial, budaya, 

dan bahkan arsitektur. Hal itu menunjukkan bahwa spirit 
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agama membawa di dalamnya perubahan sosial dan budaya. 

Hasil penelitian Balai Litbang Semarang Pada tahun 2015 

mengemukakan masjid, sebagai pusat peradaban Islam, 

memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah 

perkembangan agama Islam.
155

  

 Masjid keberadaanya sangat sentral bagi masyarakat 

khususnya beragama Islam karena perannya yang begitu 

signifikan sebagai pusat kegiatan keagamaan. Sehingga 

Masjid perlu ada legislasi formal berbentuk sertifikat agar 

mempunyai ketetapan hukum yang kuat yang bertujuan 

untuk mempertahankan eksistensi masjid tersebut. Dalam 

hal ini MUI mengeluarkan Fatwa No. 54 Tahun 2014 

Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan 

masjid tujuannya adalah agar dikemudian hari tidak terjadi 

persengketaan akibat tidak jelasnya status tanah masjid 

tersebut. Sertifikasi Masjid agar ststus tanah yang di atasnya 

dibangun Masjid agar di sertifikasi sebagai wakaf ini sangat 

penting dilakukan.  

 Penulis melakukan wawancara terhadap bapak Sanuri 

selaku tokoh masyarakat Dusun Rejosari sekaligus 

pengurus Takmir Masjid At-Taufik Dusun Rejosari beliau 

memberikan keterangan  

“bahwa tanah yang dibangun Masjid At-Taufik 

Dusun Rejosari ini sebelumnya adalah 

milik dari bapak Parmo. Lahan tersebut 

awalnya adalah milik dari Pak Parmo yang 

kemudian dibeli oleh masyarakat Rejosari 

dari hasil iuran sebesar Rp. 10.000,- setiap 

kepala keluarga.”
156

  

 Dalam keterngan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

status tanah Masjid At-Taufik Dusun Rejosari bukan 

                                                           
 

155
 Djunaidi, Adab dan Tata Krama Masuk Massjid,(Sidoarjo : 

Amanah Citra,2019), Hlm. 10 

 156 Wawancara, bapak Sanuri Pengurus Takmir Masjid 

At-taufiq tanggal 13 maret 2023 , pukul 17:25 WIB. 
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merupakan wakaf. kemudian penulis menanyakan tentang 

sertifikat hak milik tanah tersebut berikut jawaban beliau : 

“dulunya memang ada dan sudah lengkap namun 

sekarang sudah tidak tahu keberadaan 

sertifikat itu dimana dan di bawa siapa”.  

 kemudian penulis menanyakan kembali mengapa tidak 

dibuat sertifikat wakaf agar di suatu hari tidak terjadi 

permasalahan mengingat masjid tersebut terletak di sebelah  

jalan raya beliau menjawab  

“ yaa karena dulu belum terfikirkan apalagi saya 

yang sudah tua seperti ini jujur saja tidak 

tau caranya bagaimana”.
157

 

Dalam keterangan dari bapak Sanuri diatas dapat di 

ambil kesimpulan bahwa kesadaran akan terjaminya 

eksistensi Masjid tersebut sangat rendah dan pengetahuan 

tentang sertifikasi Wakaf juga masih belum dimengerti. 

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. 

Supardi selaku pengurus takmir Masjid Ikhwanussurur 

Dusun Tambi tentang status tanah masjid tersebut beliau 

menerangkan  

“tanah tersebut dulunya adalah wakaf dari ayah 

Kyai Zaenal Arifin lalu sisanya adalah 

tanah yang dibeli dari hasil swadaya 

masyarakat Tambi”
158

 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa asal 

mula tanah masjid tersebut sebagian adalah wakaf dan 

sisanya tanah tersebut dibeli dari hasil swadaya masyarakat 

atau bisa dinamakan sebagai iuran. Kemudian penulis 

menanyakan apakah sudah dilakukan pensertifikasian 

wakaf beliau lalu memberikan keterangan kembali : 

“saya tidak tau apakah tanah yang wakaf itu sudah 

punya sertifikat wakaf apa belum, yang 
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saya tahu untuk keseluruhan tanah masjid 

itu belum ada sertifikatnya dan dari 

pengurus lain belum ada niatan untuk 

mensertifikatkan wakaf untuk masjid ini”
159

 

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa masjid tersebut belum disertifikasi wakaf. kemudian 

kesadaran akan sertifikasi wakaf juga masih rendah 

ditunjukkan dengan adanya belum adanya niatan untuk 

mengurus pendaftaran tanah Wakaf agar dapat memiliki 

kekuatan hukum kuat. Kemudian penulis melakukan 

wawancara dengan bapak Suyono selaku pengurus takmir 

Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tegalrejo mengenai status 

tanah Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tegalrejo beliau 

memberikan jawaban sebagai berikut : 

“dari luas keseluruhan tanah 400 m
2
,
 
100 m

2
 adalah 

tanah Wakaf lalu sisanya 300 m
2
 adalah 

tanah yang dibeli oleh warga masyarakat 

dari hasil iuran warga. Baik dari iuran 

perkeluarga ataupun hasil dari amal 

kegiatan Haul masal.  Pak Masori, dulu 

tanahnya bukan disini mas tapi di atas sana 

kemudian ditukar”
160

  

Dari keterangan dari bapak Suyono dapat diambil 

kesimpulan bahwa sebagian dari tanah yang dibangun 

masjid adalah tanah wakaf dengan luas 100 m
2
 lalu 300 m

2
 

adalah tanah dulunya hak milik seseorang yang kemudian 

dibeli untuk memperluas bangunan dan halaman masjid. 

Lalu penulis menanyakan sertifikat wakaf tersebut beliau 

menjawab 

 “dari dulu memang belum ada sertifikat wakafnya, 

sebenarnya tahun lalu (2022) ada program 

sertifikasi tempat ibadah yang dari MWC 
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NU Kejajar itu, namun sampai saat ini 

belum ada kejelasan lagi, kalau saya tau cara 

atau prosesnya bagaimana, mungkin saya 

sendiri urus sertifikat wakafnya”
161

 

Dalam keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa status tanah Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tambi 

belum di sertifikatkan Wakaf. Namun, sebenarnya dari Pak 

Suyono sendiri sudah ada niatan ingin mengurus 

pendaftaran tanah tersebut agar bisa memiliki sertifikat 

Wakaf tetapi terkendala ketidak tahuan beliau dalam 

mengurus pendaftaran tanah Wakaf. kemudian penulis juga 

berkesempatan melakukan wawamcara dengan kepala desa 

Tambi yaitu Pak Wahono mengenai proses wakaf di Desa 

Tambi beliau memberikan keterangan : 

“wakaf itu ya kaitannya dengan ada seseorang yang 

memiliki kelebihan harta benda terkait 

dengan tanahnya itu mesti di wakafkan 

untuk masyarakat yang tempatnya  akan 

dibangun mushola atau masjid terus 

diserahkan ke warga lalu diketahui oleh 

desa bahkan sekaligus dibuatkan akte 

penyerahan dan tembusan KUA untuk 

dibuatkan akte sekaligus dibuatkan 

sertifikat. Adapun Wakaf itukan independen 

diantara yang punya lahan dengan 

masyarakat sekitar yang mau dibuat 

bangunanlah. nah, itu Desa hanya nantinya 

tinggal administrasinya untuk membuat 

sebuah akte Ikrar Wakaf yang ditanda 

tangani KUA dan kecamatan itu saja”
162

 

Dari keterangan tersebut bisa diambil kesimpulan 

bahwa Pemerintahan Desa Tambi sudah paham akan proses 
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atau prosedur pensertifikasian Wakaf. kemudian penulis 

meminta tanggapan terkait dengan masjid yang belum 

memiliki sertifikat Wakaf.  lalu beliau memberikan 

tanggapan sebagai berikut :  

“sebenarnya Desa Tambi itu sudah mengadakan 

sertifikat masal tahun lalu, ya 2022 yang 

tujuan utamanya adalah tempat ibadah 

seperti masjid, mushola baik madrasah. Tapi 

yang mengikuti kebanyakan adalah mushola 

dad madrasah diniyah.lalu yang sudah 

disertifikasi Wakaf misal mushola itu 

namanya si A ya sertifikatkan atas nama 

mushola A, dan hak miliknya sudah milik 

umum”
163

 

 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

Pemerintah Desa Tambi sudah peduli akan Wakaf, ini 

dibuktikan dengan mengadakan sertifikasi tanah Wakaf 

yang sasaran utamanya adalah temp[at ibadah dan Madrasah 

Diniyah.  

 Dapat dipahami setelah melakukan wawancara, 

bahwasanya seluruh masjid yang berada di Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum 

disertifikatkan wakaf. Dengan adanya hal ini menandakan 

bahwa Masyarakat yang mengimplementasikan Fatwa MUI 

No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di Atasnya 

ada bangunan Masjid masih minim sekali atau bisa 

dikatakan tidak terimplementasi dengan baik. Kemudian 

dapat juga diambil keseimpulan dari hasil wawancara diatas 

bahwa, penyebab mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 

Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan 

masjid tidak terimplementasi dengan baik adalah sebagai 

berikut : 

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

prosedur pendaftaran Wakaf 
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b. Asumsi terhadap rumitnya proses pendaftaran 

Wakaf. 

c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya 

pendaftaran tanah. 

d. Kurangnya kepedulian akan pentingnya menjaga 

harta benda wakaf dan eksistensi tempat ibadah.  
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 

54 TAHUN 2014  TENTANG STATUS TANAH YANG 

DI ATASNYA ADA BANGUNAN MASJID DI DESA 

TAMBI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN 

WONOSOBO 

A. Analisis implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang 

Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid di Desa 

Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo 

 Secara umum masjid diartikan sebagai bangunan, gedung 

atau sesuatu lingkungan yang berpagar sekelilingnya yang 

didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah 

SWT seperti mengerjakan ibadah salat, berzikir kepada Allah dan 

hal-hal yang berhubungan dengan dakwah Islamiyah. Menurut 

Moh. Roqib, ada empat fungsi masjid yaitu Fungsi teologis, yaitu 

fungsi yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala 

aktivitas ketaatan kepada Allah. Fungsi peribadatan, yaitu fungsi 

untuk membangun nilai takwa, Fungsi etik, moral, dan sosial dan  

Fungsi keilmuan dan pendidikan.
164

 

 Di Desa Tambi Kecamatan Kejajar sendiri masjid 

difungsikan sebagai tempat sebagai pusat dari segala aktifitas 

keagamaan seperti pelaksanaan ibadah  salat, semaan Al Qur‟an, 

pengajian dst. Tidak heran, keberadaan Masjid di Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar perannya sangat penting bagi masyarakat. 

Namun yang paling disayangkan adalah dalam hal menjaga 
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eksitensi masjid tersebut. Ini dibuktikan dengan tidak adanya 

bukti kepemilikan yang kuat untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum pada pemegang hak atas suatu bidang tanah. 

MUI dalam hal ini melalui Fatwa mengenai status tanah yang 

diatasnya ada bangunan masjid yang mengharuskan status tanah 

yang diatasnya ada bangunan masjid harus disertifikasikan 

Wakaf.  

 Masjid At-Taufiq Dusun Rejosari status tanahnya masih 

belum menjadi wakaf, padahal lokasinya bersebelahan dengan 

Jalan Raya Dieng sebagai akses utama menuju objek wisata 

Dieng yang merupakan jalan provinsi. Penulis menilai bahwa 

Masjid At-Taufiq Dusun Rejosari rentan terjadi sengketa akibat 

dari proyek pemerintah yang bisa berdampak merugikan untuk 

masjid itu sendiri. MUI Tentunya dalam Fatwa No. 54 Tahun 

2014 tentang Status Tanah Yang Yang Di Atasnya Ada Bangunan 

Masjid dalam pertimbangannya sudah menduga akan hal ini. 

Diantara pertimbangan dikeluarkannya Fatwa ini adalah sebagai 

berikut :  

e. Bahwa ada beberapa masjid yang dibangun oleh 

perorangan, kelompok masyarakat, atau pemerintah 

dan belum memiliki dokumen formal wakaf, 

kemudian dialihfungsikan sebegitu rupa oleh orang 

atau kelompok orang yang memegang?memiliki 

dokumen resmi dan seringkali menimbulkan masalah 

ditengah masyarakat. 

f. Bahwa di sisi lain, pembangunan di beberapa tempat 

telah merubah tata kota/wilayah yang salah satunya 

dengan penggusuran, termasuk menggusur dan/atau 

mengalihkan fungsi bangunan masjid untuk 

kepentingan lain, baik oleh swasta maupun 

pemerintah tanpa menghiraukan status dan 

kedudukannya sebagai masjid.  
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g. Bahwa atas dasar kenyataan ini muncul pertanyaan 

di masyarakat, di antaranya dari Badan Wakaf 

Indonesia (BWI), tentang bagaimana status hukum 

tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, apakah 

harus wakaf atau tidak.  

h. Bahwa komisi fatwa MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang status tanah yang di 

atasnya ada bangunan masjid.
165

 

 Kekhawatiran dikemudian hari akan terjadinya sengketa 

seperti pertimbangan hukum Fatwa MUI memang bersifat 

antisipatif, namun seperti yang kita ketahui meskipun Fatwa MUI 

tidak serta merta merupakan peraturan yang mengikat, tapi 

kompetensi MUI sebagai otoritas keagamaan Islam di Indonesia 

khususnya harus dipertimbangkan pula, apalagi berkaitan dengan 

perlindungan rumah ibadah dalam hal ini adalah Masjid.  

 Alasan mengapa tidak disertifikatkan wakaf adalah 

karena pengurus takmir Masjid At-Taufiq sendiri tidak 

mengetahui cara untuk mendaftarkan tanah. Dalam hal ini 

publikasi peraturan perundang-undangan Permen ATR/Kepala 

BPN No 2 Tahun 2017 seperti diatur dalam Pasal 187 ayat (1) dan 

(2) Perpres RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yakni berbunyi :  

(1) Menteri/Pimpinan lembaga yang menetapkan 

Peraturan Perundang –undangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, wajib menyebarluaskan Peraturan 
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Perundang-undangan yang telah diundangkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

(2)  Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui 

a. Media elektronik; 

b. Media cetak; dan/atau 

c. Forum tatap muka dan dialog 

langsung.
166

 

 Mandat dari statement ini secara spesifik seperti yang 

penulis ketahui bahwa Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan publikasi 

sesuai pasal 187 ayat (1) huruf a, media elektronik. Pada poin ini 

media elektronik merujuk ke pasal sebelumnya yaitu Pasal 171 

ayat (2) huruf c dengan berbunyi : 

“Internet dengan menyelenggarakan system informasi Peraturan 

Perundang-undangan.”
167

 

Website www.atrbpn.go.id menurut penulis merupakan 

implementasi dari pernyataan Perpres diatas, dan dinilai sudah 

tepat. Pada website tersebut semua peraturan menteri ATN/BPN 

terbaru dapat diakses dan didapatkan.  

 Berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf melalui 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian 

ATR/BPN dengan salah satunya menimbang pasal 39 PP No. 42 

Tahun 2006 Tentang peraturan pelaksanaan UU wakaf. Secara 

umum dalam hal perwakafan peran Wakif lebih bersifat aktif 

untuk mewakafkan barangnya kepada Nadzir dengan datang ke 

                                                           
 166 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 167 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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KUA. Namun demikian, dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 

2/2017 Wakif dapat bersifat pasif dengan Nadzir mengajukan 

permohonan atas tanah dengan kategori status hak tanah 

diantaranya adalah hak milik  Adapun bunyi pasal yang 

dimaksud yaitu Pasal 6 Permen ATR/Kepala BPN No. 2/2017: 

(1) Tanah Wakaf berupa Hak milik didaftarkan 

menjadi Tanah Wakaf atas nama Nadzhir. 

(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas 

bidang tanah sebagaimana dimaksud 

ayat (1), dilampiri dengan: 

a. Surat permohonan; 

b. Surat ukur; 

c. Sertifikat Hak Guna Usaha/Hak 

Guna Bangunan/Hak Pakai yang 

bersangkutan; 

d. AIW, atau APAIW; 

e. Surat pengesahan Nazhir yang 

bersangkutan dari instansi yang 

menyelenggarakan urusan agama 

tingkat kecamatan; dan 

f. Surat pernyataan dari Nazhir 

bahwa tanahnya tidak dalam 

sengketa, perkara, sita dan tidak 

dijaminkan. 

(3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan 

Sertipikat Tanah wakaf atas nama 

Nazhir, dan mencatat dalam buku Tanah 

dan sertipikat Hak atas Tanah ada kolom 

yang telah disediakan, dengan kalimat: 

“Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan 
Akta Ikrar Wakaf tanggal… Nomor… 
dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf 
Nomor…/… sesuai Surat Ukur tanggal… 
Nomor… Luas… 

m
2

” 
 

 Kemudian Masjid Ichwanus Surur yang berada di Dusun Tambi 
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dan Masjid Baitul Mubarokah yang berada di Dusun Tegal Rejo, 

kedua masjid tersebut sebenarnya adalah masjid yang dibangun 

dari tanah wakaf namun hanya sebagian saja dari keseluruhan 

luas dari masjid tersebut. Ini juga tentunya bertolak belakang 

dengan Undang-undang wakaf yang berlaku yaitu Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun proses 

perwakafan sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

dijelaskan salah satunya dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang mana 

Pasal tersebut menyatakan bahwa ikrar wakaf itu dilakukan oleh 

wakif kepada nadzir di hadapan Petugas Akta Ikrar Wakaf dan di 

saksikan dua orang saksi serta dinyatakan secara lisan dan/atau 

tulisan. Akan tetapi, dari kedua masjid tersebut belum ada 

AIWnya. Ini menjadi bukti bahwa wakaf tanah untuk masjid 

tersebut belum tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam 

Pasal 17 ayat 1dan 2. Sehingga, ini menyebabkan tanah wakaf 

yang di bangun masjid tersebut sangat rawan karena belum 

adanya Bukti Akta Ikrar Wakaf ( AIW).   

  Dalam Pasal 19 juga dinyatakan ketika melaksanakan 

ikrar wakaf, wakif atau kuasanya itu menyerahkan surat dan/atau 

bukti kepemilikan atas tanah wakaf kepada PPAIW. Berbeda 

halnya dengan yang dilakukan oleh wakif tanah Masjid Ichwanus 

Surur Dusun Tambi dan Masjid Baitul Mubarokah Dusun 

Tegalrejo yang mana wakif melakukan ikrarnya hanya sebatas 

lisan kepada tokoh agama atau orang yang di percayai wakif 

untuk menjadi nadzir di tempat tanah yang akan di bangun masjid 

dan hanya sebatas akad dan saling percaya tanpa adanya surat 

bukti kepemilikan yang di berikan dari wakif kepada nadzir, 

karena dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang 

dimanan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 bahwasanya harta 

benda wakaf   itu harus di daftarakan atas nama nadzir dan dalam 

pelaksanaanya sesuai yang ada di dalam akta ikrar wakaf. 

  Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di 

sebutkan pada saat melakukan ikrar wakaf diharuskan adanya 

saksi yang persyaratanya di jelaskan dalam Pasal 20 yang dimana 

saksi harus : dewasa, beragama islam, berakal sehat, tidak 
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terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan   tetapi , Berbeda 

dengan apa yang dilakukan oleh wakif yang mewakafkan 

tanahnya untuk dibangun Masjid Ichwanus Surur Dusun Tambi 

dan Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tegalrejo yang mana untuk 

saksi itu masyarakat sekitar tanah yang akan di wakafkan tanpa 

memperhatikan apakah yang menjadi saksi itu orang islam atau 

orang yang baligh atau belum. 

  Dalam Pasal 21 ayat 1 juga dijelaskan bahwa ikrar wakaf 

itu harus di tuangkan dalam Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti 

bahwa wakif sudah menjalani akad, bukti tersebut juga nantinya 

dibawa oleh Petugas Akta Ikrar Wakaf untuk mendaftarkan ke 

Badan Pertanahan Nasional ( BPN). Akan tetapi hal tersebut tidak 

di lakukan yang mana tidak memperdulikan bukti Akta Ikrar 

Wakaf sebagai bukti wakif sudah melaksanakan akad wakaf.  

 Melanjutkan pembahasan diatas dalam Pasal 32 yang mana 

PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada 

instansi yang berwewenang dan paling lambat 7 hari hari kerja 

sejak akta ikrar wakaf di tanda tangani dan dalam Pasal 33 juga 

menjelaskan saat pendaftaran juga menyerahkan dan bukti 

salinan AIW dan bukti-bukti kepemilikan lainnya sebagai syarat 

pendafataran dan mempermudaf proses pendaftaran. Melihat hal 

ini juga belum terjadi pada tanah wakaf Masjid Ichwanus Surur 

Dusun Tambi dan Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tegalrejo. 

Dikarenakan kurang mengertinya kan kepedulian terkait prosedur 

pendaftaran wakaf yang benar sesuai hukum negara, disisi lain 

juga masyarakat sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada 

kemauan ingin mengetahui prosedur yang benar dan rendahnya 

pendidikan mengakibatkan masyarakat menyepelekan hal yang 

terkait hukum negara.  

  Selanjutnya, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004   juga sudah diatur apabila tanah wakaf belum 

dibuatkan AIW karena suatu alasan baik karena status tanah yang 

tidak jelas ataupun wakif sudah meninggal itu bisa meminta 

surat permohonan atau saksi yang mengetahui keberadaan tanah 

wakaf dan apabila ada yang tidak ada orang yang meminta 

pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat wakaf tersebut 
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wajib meminta pembuatan APAIW kepada PPAIW setempat. 

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 

31 juga dijelaskan apabila wakif sudah meninggal dunia atau 

tidak diketahui lagi keberadaanya, maka dapat diganti atau 

dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf. Selain itu Pasal 39 

menjelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf yang mana untuk 

bukti dan persyaratanya sudah dijelaskan didalamnya. 

  Hal ini menandakan adanya upaya pemerintah yang 

mempedulikan adanya praktik wakaf di Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya aturan hukum terkait yaitu Undang 

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, aturan tersebut dibuat 

agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib sesuai hukum 

negara yang berlaku. Diperkuat dengan adanya Fatwa MUI No. 

54 tahun 2014 yang berisikan bahwa status tanah yang diatasnya 

dibangun masjid harus disertifikatkan sebagai wakaf. Namun 

adanya undang-undang dan Fatwa tersebut nampaknya belum 

dapat dikatan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat, 

hal ini ditandai dengan belum adanya AIW sehingga belum 

terjadi proses sertifikasi tanah wakaf. Meskipun sudah ada 

peraturan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran tanah 

wakaf, sertifikat tanah wakaf dan Fatwa yang mempertegas 

bahwa sertifikasi wakaf  penting untuk dilakukan namun adanya 

aturan hukum ini masih kurang diperhatikan dan juga 

diimplementasikan oleh masyarakat. Sehingga adanya tujuan dan 

cita-cita adanya peraturan undang-undang tersebut masih belum 

terwujud. Dalam PP No.25 Tahun 2018 Pasal 52 di jelaskan 

bahwasanya untuk semua pembiayaan di tanggung oleh Badan 

Wakaf Indonesia yang mana di alokasikan pada bagian anggaran 

kepada mentri.  

  Dan dalam Pasal 51 A di jelaskan sertifikat Di dalam PP 

No. 25 Tahun 2018 itu di jelaskan bahwasanya ketika ingin 

mengunakan tanah wakaf itu harus di sertifikatka, dalam hal ini 

menunjukkan begitu pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Yang 

mana sudah di jelaskan dalam Pasal 51A PP No.25 Tahun 2018 :  

1. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah 



 

123 

Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat 

Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti 

kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis 

dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah. 

2. Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor 

pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah 

Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk 

kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf 

setelah: 

a. Memperoleh izin tertulis dari Menteri atau 

Kepala Kantor Wilayah dan 

b. Menyiapkan tanah dan/atau bangunan 

sementara untuk digunakan sesuai dengan 

peruntukan harta benda Wakaf. 

  Melihat hal tersebut, Sebenarnya proses dalam 

pendaftaran wakaf sudah di mudahkan oleh pemerintah 

tergantung nadzir atau masyarakat menjalankan prosedur tersebut. 

akan tetapi wakif tidak ada semangat atau kemauan untuk 

mengetahui terkait tata cara pendaftaran dan pensertifikatan tanah 

wakaf yang benar.  

 

B. Analisis mengapa Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang 

Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan masjid Desa 

Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo belum 

berimplementasi 

  Adanya Fatwa MUI yang mengharuskan status tanah 

yang ada bangunan masjid ini tidak terimplementasi di Desa 

Tambi Kecamatan Kejajar dengan faktor yang mempengaruhinya 

adalah sebagai berikut : 
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a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur 

pendaftaran Wakaf 

 Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor tidak 

tersertifikatnya tanah-tanah Masjid di Desa Tambi. 

Rendahnya SDM atau pengetahuan masyarakat di Desa 

Tambi Kecamatan Kejajar  membuat mereka berpendapat 

bahwa mensertifikatkan tanah wakaf tidak dianggap begitu 

penting untuk dilakukan. Pengetahuan masyarakat Desa 

Tambi terkait prosedur perwakafan yang sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku itu belum memadai dan 

bahkan masih kurang dikarenakan banyaknya masyarakat 

yang berpendidikan rendah seperti kebanyakan lulus 

Sekolah Dasar (SD),Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

adapun sebagian hanya tamat Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Ini dalam hal lain ini dikarenakan tingkat 

kemiskinan yang tinggi di Desa Tambi dan juga persepsi 

masyarakat bahwa pendidikan yang membutuhkan biaya 

yang mahal. Sehingga berdampak juga terhadap hal lain 

terutama pengetahuan mengenai pendaftaran tanah.  

b. Asumsi terhadap rumitnya proses pendaftaran Wakaf. 

 Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tambi 

Kecamatan Kejajar adalah tani dan buruh tani, yang setiap 

harinya waktu di habiskan diladang kebanyakan mereka 

fokus hanya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan 

ekonomi. Sehingga masyarakat sendiri tidak mau berusaha 

untuk mengetahui cara mensertifikatkan tanah, lalu mereka 

beranggapan bahwasannya pendaftaran wakaf itu rumit 

serta berkas berkas yang harus di lengkapi begitu banyak, 

ini menyebabkan kenapa tanah wakaf yang ada di Desa 

Tambi Kecamatan Kejajar belum di daftarkan dan 

disertifikatkan sampai sekarang. 

c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah. 

 Sejauh yang penulis tau bahwa konflik atas 

kepemilikan tanah di Desa Tambi jarang sekali terjadi 
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mungkin ini menjad faktor bahwa pendaftaran tanah untuk 

mendapatkan bukti kepemlikan tidak dilakukan. Padahal 

jika terdapat konflik atau sengketa kepemilikan tanah jika 

sudah terdapat bukti kepemilikan atau sertifikat maka akan 

diketahui data yuridis tanah yaitu luas tanah, batas-batas 

wilayah. Namun pada kenyataanya kesadaran akan hal ini 

sangat rendah.  

d. Kurangnya kepedulian akan pentingnya menjaga harta 

benda wakaf dan eksistensi tempat ibadah. 

 Pada beberapa status tanah masjid yang berada di 

Desa Tambi Kecamatan Kejajar adalah wakaf dan sebagian 

lain adalah hasil dari iuran warga. Jika masjid tersebut 

mengalami perluasan bangunan maka luas tanah tambahan 

yang menjadi milik masjid tersebut belum disertifikatkan 

sebagai wakaf maka masih rentan untuk terjadi sengketa. 

Tentunya ini berkaitan juga dengan  tingkat SDM yang 

rendah.  

   Upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-

tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah bentuk 

pembaharuan paham dilingkungan masyarakat muslim 

Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara 

lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi 

pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU 

No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 hingga 

lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf adalah perbuatan wakaf yang dilakukan hanya 

dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama 

yang diangkat sebaga Nadzir. Namun dari praktek paham 

wakaf yang terbilang tradisional tersebut mengundang 

persoalan-persoalan baru, seperti hilangnya benda-benda 

wakaf sepeti dijadikan rebutan oleh para ahli waris Nazhr, 

obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, 

ketidak jelasan status benda wakaf sehingga 

mengakibatkan tidak dikelola secara baik. Untuk itu, pola 

sertifikasi tanah-tanah atau benda wakaf lainnya 
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merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam 

pelaksanaan perwakafan di Indonesia.
168

  

  Singkatnya, Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan 

sebagaimana diatur dalam UU No. 41/2004 pasal 40 

dilarang : 

a. Dijadikan jaminan; 

b. Disita; 

c. Dihibahkan; 

d. Dijual; 

e. Diwariskan; 

f. Ditukar; atau 

g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak 

lainnya
169

 

Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang sesuai 

dengan hukum adalah; 

1) Kepastian hukum atas harta yang 

diwakafkan. 

2) Dapat membuat rasa aman bagi 

orang yang wakaf bahwa proses 

pelaksanaan wakaf telah sesuai 

dengan aturan syari‟ah dan 

perundang-undangan. 

3) Kepastian kekekalan manfaat 

benda wakaf sesuai dengan tujuan 

dan sasaran wakaf dapat terjaga. 

                                                           
 

168
 Paradiga Baru Wakaf di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agaa RI), 

hlm 99 
 

169
 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tantang Wakaf 
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4) Sebagai antisipasi apabila terjadi 

sengketa wakaf di kemudian hari 

(Hermit, 2007: 5).
170

 

UU Wakaf ini selanjutnya 

menjelaskan pula dalam pasal 41 ayat 

(1), (2), (3), dan (4). 

1) Ketentuan sebagaimana 

dimaksud pasal 40 huruf f 

dikecualikan apabila harta benda 

wakaf yang telah diwakafkan 

digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan rencana 

umum tata ruang (RUTR) 

berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang 

berlaku dan tidak bertentangan 

dengan syari‟ah. 

2) Pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) hanya dapat dilakukan 

setelah memperoleh izin tertulis 

dari menteri atas persetujuan 

Badan Wakaf Indonesia. 

3) Harta benda wakaf yang sudah 

diubah statusnya karena 

ketentuan pengecualian 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib ditukar dengan 

                                                           
 170 Acmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, “Perlindungan Hukum terhadap harta 

benda wakaf sebagai aset publik dikecamatan Wiradesa Kabupaten 

Pekalongan”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, hlm 166. 
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harta benda yang manfaat dan 

nilai tukar sekurang- kurangnya 

sama dengan harta benda wakaf 

semula. 

4) Ketentuan mengenai perubahan 

status harta benda wakaf 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, disamping terdapat 

larangan-larangan tertentu dalam pengelolaan wakaf, 

kemungkinan-kemungkinan juga dapat terjadi bila suatu 

saat lahir kebijakan tertentu dari pemerintah berkaitan 

dengan kepentingan umum serta membuat harta benda 

wakaf harus ditukar sepanjang tidak bertentangan dengan 

syari‟ah (Pasal 41 ayat 1). Meskipun demikian, dengan 

dicatatkannya perwakafan dapat menjadi bekal awal untuk 

Nadzir mendapatkan hak sesuai dengan pasal 3 bahwa 

terhadap harta benda wakaf yang statusnya diubah wajib 

ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan sekurang-

kurangnya bernilai sama dengan sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Dari rumusan masalah yang menjadi acuan dalam 

pembahasan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan 

uraian terkait rumusan masalah tersebut, yaitu : 

1. Implementasi Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 

Tentang Status Tanah Yang di Atasnya ada bangunan 

masjid di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo belum terjadi karena tanah yang dibangun 

Masjid At-Taufik Dusun Rejosari, Masjid Baitul 

Mubarokah Dusun Tegalrejo dan Masjid 

Ikhwanussurur Dusun Tambi belum disesrtifikasi 

sebagai wakaf. Berbeda dengan Masjid At-Taufik 

Dusun Rejosari yang status tanahnya adalah tanah 

hasil dari pembelian oleh masyarakat Dusun Rejosari, 

Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tegalrejo dan 

Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi sebenarnya 

status tanah dari kedua masjid tersebut sebagian 

adalah wakaf. ini membuktikan bahwa UU No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf juga belum 

berimplementasi di Desa Tambi  

2. Latar belakang dan faktor mengapa Fatwa MUI No. 

54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang di 

Atasnya ada Bangunan Masjid belum 

berimplementasi di Desa tambi adalah sebagai 

berikut yaitu, 

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

prosedur pendaftaran Wakaf  

b. Asumsi terhadap rumitnya proses pendaftaran 

Wakaf. 
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c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya 

pendaftaran tanah. 

d. Kurangnya kepedulian akan pentingnya menjaga 

harta benda wakaf dan eksistensi tempat ibadah.  

 Hal tersebut sangat disayangkan karena 

bagaimanapun status tanah yang masih belum 

mempunyai bukti kepemilikan sebagai kekuatan 

hukum yang kuat belum ada pada  Masjid At-Taufik 

Dusun Rejosari, Masjid Baitul Mubarokah Dusun 

Tegalrejo dan Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi. 

Maka jika tidak segera diurus sertifikasinya, hal yang 

paling mungkin terjadi adalah konflik perebutan 

kepemilikan.  

B. Saran 

 Dengan adanya penelitian ini, atas dasar 

pentingnya sebuah status tanah agar dibuat sebagai wakaf 

penulis memberikan saran kepada : 

1. Pengurus takmir Masjid At-Taufik Dusun Rejosari, 

agar bisa mengurus status tanah masjid tersebut agar 

dibuat sebagai wakaf karena mengingat masjid ini 

terletak di sebelah jalan Raya Dieng yang merupakan 

jalan provinsi yang suatu hari bisa saja terdapat 

pelebaran jalan. Dan jika belum terdapat hak milik 

yaitu sertifikat wakaf maka dapat dipastikan akan 

mendapatkan kerugian berupa berkurangnya luas 

masjid tersebut tanpa ada penggantian atau ganti rugi.  

2. Pengurus Masjid Baitul Mubarokah Dusun Tegalrejo 

dan Masjid Ikhwanussurur Dusun Tambi bahwa 

sesegera mungkin untuik melakukan pendaftan tanah 

wakaf untuk kemudian mendapatkan sertifikat wakaf, 

kemudian melakukan pelaporan terhadap tambahan 

luas tanah kepada BWI.  



 

131 

3. Pemerintahan Desa Tambi agar proaktif untuk 

memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang 

pentingnya sertifikasi sebagai bukti kepemilikan yang 

berkekuatan hukum kuat.  

4. Peran semua pihak terkait yang berkepentingan 

terhadap eksistensi tanah- tanah wakaf, khusunya 

peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 

pemerintah daerah sangat diperlukan agar 

memudahkan pengurusannya. Pemda di masing-

masing wilayah tanah air dalam kerangka otonomi 

daerah juga sangat penting dalam ikut menanggulangi 

pembiayaan sertifikasi, pengelolaan, pemberdayaan 

dan pengembangan tanah-tanah wakaf yang ada. 

C. Penutup  

 Demikian skripsi ini dibuat dengan penuh rasa 

tanggung jawab dan segala upaya yang penulis lakukan. 

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran 

yang membangun penulis harapan demi kesempurnaan 

skripsi ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis 

maupun yang membacanya. Amin. 
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